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LAPORAN EEGIATAN WORKSHOP

KATA PENGANTAR

Pup syukur kehadirat Allah SWT, Tuban Yang Maha Esa Atas hmpahan rahmat dan
Karunia-Nva kami dapat menvelengearakan kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT)
Training of Trainers (ToT) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema
“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadasn dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)” yang diselenggarakan di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima
Semarang tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026,

Kegatan Workshop Tramng of Tramers (ToT) uu dilaksanakan atas dasar Mol antara
Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar
rekomendast pelaksanaan Workshop Training of Tramners (ToT) dan Badan Pengembangan
Sumber Dava Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagn R

Penyusunan laporan kegiatan im merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan kegiatan Workshop Traming of Tramners (ToT) Universitas Semarang dengan DPRD
Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan oleh panitia penyvelenggara Workshop Traming of Tramers
(ToT) Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia Umiversitas Semarang (PPSDM-USM)
Laporan i merupakan dokumen (arsip) vang sangat penting bagi Universitas Semarang vang
sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau mformas: vang ada bisa diakses
dengan mudah

Sebelum kegiatan Workshop Traimung of Trainers (ToT) 1 dilaksanakan kami menyusun
konsep, tema dan maten yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan Dalam pra kegiatan
Workshop Traming of Tramners (ToT) kamu melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kapan
dan analisis tema, kajian materi vang akan dibenkan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan,
dil.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan 1w tidak lepas dan adanva kenasama dan
hubungan vang baitk dan seluruh jajaran dan semupa pihak vang terkait, untuk o kamu
menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas sepgala kekurangan dan kesalahan selama
pelaksanann kegiatan Workshop Traiming of Tramers (ToT) im

Untuk 1tu pada kesempatan vang berbahagia i kami sampaikan tennma kasih kepada
semua pihak yang telah ikut berperan aknf dalam penvelenggaraan kegiatan Workshop Trammung
of Tramers (ToT), kami mengucapkan ternima kasith dan penghargasn vang setungg:- tinggmva
kepada vang terhormat;

1. Yavasan Alumni Universitas Diponegoro.

2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supan, ST, M.T

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provins: Jawa Tengah
vang telah membenkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop

4. Tim Momtonng dan Evaluas: (Monev) BPSDMD Provins: Jawa Tengah
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5. Bapak Mahfud Sodiq. SPdI sclaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal beserta seluruh
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

6. Bapak Anwar Harvono.S. Sos. sclaku Sekretans DPRD Kabupaten Kendal besera
seluruh jajaran staff Sekretaniat DPRD Kabupaten Kendal

7. Bapak Dr. Abdul Kannm. SE. MSi. AK A CA selaku Wakil Rekior I1 Universitas

8. Bapak Hendr: Santosa, SE_ Ak M8 CA (Kema Ikatan Akuntan Indonesia (TAI)
Wilayah Jawa Tengah), Ibu Novie Andnan: (Bappenas RI) dan Bapak Yusmanto, S Pi_
M _Si. (Bappeda Jateng) selaku narasumber.

9. Moderator.

10. Seluruh civitas akademmbka Universitas Semarang.

11. Panitia penyelenggara Workshop Traming of Trammers (ToT) PPSDM Universitas
Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananva kegatan Workshop
Tramning of Tramers (ToT) m.

Semoga jalinan kerjasama im dapat terus dipertahankan dan dmingkatkan demi kebaikan
bersama schingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnva dan
masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Trammng of Tramners (ToT)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat menmngkatkan
Tugas Pokok dan Fungs: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
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DAFTARISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
L Sambutan Pembukaan Workshep
A. Sambutan Rekior Unsrversitas Semarang vang dalam hal im drwalal oleh Wakal Relaor 1T
Universitas Semarang.
02 Abdul Kariny, B E: MESL AR JOA) oo 1
B. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka acara
workshop.

IL. Laporan Kegiatan Workshop
BAB I PRI - o ococoooonncinicisnsnniniiisinisisi i s s e S 1
B. Dasar Hukum Peayveleng amman ... ... .. .. 10

G. Susunan Acara Pembukaan Workshop. ... 13
H Diskusi dan Tanyva JaEwab. e ssss s sssssssessessessess b3

1. Surat Bekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Penawaran Workshop.

3. Surat Undangan Workshop.

4. Jadwal Workshop.

5. S5.K. dan Susunan Pamitia.

6. Surat balasan Workshop dan Sekretans DPRD Kab. Kendal.
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7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal

8 Alkreditasi Institusi USM dan Akreditas: Program Studi di USM.
0. Absensi dan Biodata Narasumber

10. Absensi dan Biodata Moderator.

11_Absens: Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal
12. Absensi Pendamping dan Sekretariat DPRD Kab. Kendal

13. Abzensi Tamu Undangan.

14. Hasil Evaluas Penyelenggaraan Workshop.

15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.

16. Maters — maters Workshop.

17. Dokumentasi.

18. Daftar Kamar

19_Tanda terima serminar kit
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I Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal ini diwakili oleh
‘Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dir. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA))

Assalamualaikum Warahmarullahi Wabarokaruh

Salam sejahtera bagt kita semua

Yang sava hormaii, Kepala BPSDMD Provinst Jawa Tengah Tbu Dr. Uswartun Hasanah,
S5Pd, MPd

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodig. SPd L

Yang saya hormat:. Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Harvono, S Sos.
Yang saya hormati, Narasumber Bapak Hendn Santosa, SE_ Ak M Si.CA

Syukur Alhamdulillah pada malam han m kita semuanya di benkan mkmat sehat nikmat
sempat sehingza bisa Bermuajaha Bersilaturalum dalam keadaan sehat walafiat dalam
kegatan workshop DPRD kabupaten Kendal

Bapak 1bu semuanya yang sava hormati, sava mewakih bapak rektor kebetulan bapak
rektor han 1 belum bisa hadir untuk Bersilaturahim dengan bapak 1bu semuanva karena
kegiatan sangat penuh dikampus, saat mu kami sedang disnatalis jadi rutinitas yang luar
biasa yang harus kam bagi kegiatannva. Salam hormat behau kepada bapak ibu
semuanya dan titip salam semoga keziatan pada malam han i bisa berjalan dengan baik.
Bapak 1bu semuanya yang sava hormati, jad: kewenangan-kewenangan bapak 1bu saat m
mungkin va dalam proses budgeting dalam hal apapun peran panmjenengan 1 bisa
memunculkan kegiatan atau tidak selama i kan hanya sekedar pembahasan kemudian
persetujuan kemudian ada kendala-kendala lamn vang terkait dengan mekanisme proses
misalkan usulan kegiatan padahal sudah di masa reses panjenengan semua ke lapangan
can data, can problematika yang dihadap: oleh masyarakat sepert: apa ternyata susah juga
untuk dunasukkan dalam kegiatan, tidak masuk di dalam data proses penyusunan
anggaran, itu juga menjadi masalah Sehingga bisa saja semangat-semangat 1tu bisa
menurinkan motivas: panjenengan untuk berkarna sebaga: wakil rakvat Semoga
kedepannya aturan-aturan vang lam terkait dengan anggaran bisa lebith optimal sehingga
karva bapak ibu semuanyva itu bisa benar-benar bermanfaat bagi masvarakat, Tema
pemenntah sekarang semuanya itu harus berdampak seperu di kampus kamu, kampus
harus punva dampak vang real artinya baik dosen, mahasiswa semuanya itu ada dampak
terhadap masyarakat aminya menjadi solusi-solus: terkant dengan problemanka vang ada
di masyarakat,

Jad: 1tu sama sebenamya temanya pemenntah sekarang itu adalah berdampak va sekarang
kalau profesi bapak ibu semuanyva kan sebagar wakil rakvat harapannya bisa membenkan
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solusi-solusi terkait dengan problematika vang di hadapi oleh masyarakat_ itulzh dinamika
‘dh dalam proses kehidupan bermasvarakat dan rtu harapannva juga tidak berlangsung lama
semoga kedepan kita berdoa bersama-sama semoga negara kita dalam kondis: vang stabil
lagi sehinpga nant: terkant dengan alokasi-alokasi anggaran bisa berjalan dengan baik
sehingga kita bisa berkarya berkreas: sehingga berdampak vang real terhadap masyarakat
Bapak 1bu semua vang saya hormat 1ty pesan dart bapak Reldor vang hams sava
sampaikan. sava ucapkan tenima kasih sekali lag: kepada DPRD Kabupaten Kendal telah
bekerjasama vang luar biasa selama i untuk berapa kalinya saya berdin di hadapan
bapak ibu semuanya Kerja sama im adalah hasil rekomendasi dari BPSDMD Provinsi
Jawa Tengah pada PPSDM Universitas Semarang, m bentuk bahwa implementas:
kampus untuk berdampak terhadap masvarakat zalah satunva seperti i

Bapak ibu semua im: yang bisa saya sampaikan semoga bapak ibu semuanya dibenkan
keschatan tetap semangat di dalam proses menjalankan proses kehidupan sehan-han
Kurang lebithnya sava mohon maaf

Wabinlahitaufik Walhidavah

Wassalamualaikum Warahmarullaln Wabarakaruh
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II. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
(Dr. Uswatun Hasanah, S Pd., M.Pd)

Assalamualatkum Warahmatullaht Wabarokamh

Yang saya hormati, Wakil Rekor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm. SE _
MSi, Ak CA

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Mahfud Sodig, SPdL

Yang sava hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S Sos.
Yang saya hormati. Bapak ibu Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati, Narasumber Bapak Hendri Santosa, SE., Ak, M Si CA

Serta Bapak-Tbu hadirin yang berbahagia

Pertama-tama manlah kita panjatkan pup syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas hmpahan rahmat dan karuma-Nya, pada han i kita dapat hadir
bersama dalam kepiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "Kebyakan
Daerah dan Strategi Kebyakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemenntah dan Badan Usaha
(KPBU)" dalam keadaan sehat walafiat.

Tema vang kita angkat pada kesempatan i1 merupakan tema vang sangat penting dan
strategis, terutama dalam memawab tantangan pembangunan daerzh vang semakin
kompleks di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah dasrah Saat 1m, daerah
dituntut untuk tetap mampu menghadikan pembangunan vang berkualitas, pelayanan
publik vang pnma, serta infrastruktur yang memada:, meskipun ruang fiskal yang tersedia
senng kali belum cukup untuk membiaya: seluruh kebunuhan pembangunan.

Hadirin vang sava hormaty,

Kabupaten Kendal saat im sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat dinamus.
Kehadiran kawasan mdustn vang terus berkembang, pemingkatan konektrvitas walavah,
pertumbuhan investas), serta posisi strategis Kendal sebagai salah satu pintu gerbang
ekonomi di jalur Pantura Jawa menjadikan daerah mm memilika peluang sekaligus
tantangan vang besar.

Perkembangan kawasan industn dan investas: di Kabupaten Kendal telah membenkan
dampak positif terhadap pertumbuban ekonomi dan penciptaan lapangan kenja. Namun di
s181 lain, perkembangan tersebut juga menuntut tersedianya infrastruktur pendukung vang
semakin memadai, mulai dan jalan dan transportasi, sistem penvediaan air mnum,
pengelolaan limbah, infrastruktur lingkungan, fasilitas publik, hingga berbagai layanan
dasar yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha

Kita juga masith menghadap: sejumlah 1su strategis daermah, antara lam peningkatan
kualitas pelayvanan publik, penguatan daya saing investas:, penanganan kawasan kumuh,

fii
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peningkatan kualitas infrastruktur wilayah. pengelolaan lingkungan hidup. pengurangan
angka kemiskinan serta pemingkatan kualitas sumber dava manusia

Berbagai kebumhan tersebut tent: membutnhkan pembiavaan vang tidak sedikar Oleh
karena rtu. pendekatan pembangunan vang hanva mengandalkan APBD senng kali ndak
cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan daerah secara optimal D: similah
skema Kerjacama Pemenntah dan Badan Ussha (KXPBLU) mﬂljar.il zalah zam altemnanf
kebijakan yang sangat relevan uniuk dikembangkan

Hadirn sekalian,

KPBU bukan sekadar mekamisme pembiayian pembangunan, tetapi merupakan bentuk
kolaboras: yang mengedepankan efisiens:, inovas:, profesionalisme, dan pembagran nisiko
vang proporsional antara pemnerintah dan badan wsaha Melalui KPBU, pemenntah daerah
dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa hamus
membebani kemampuan fiskal daerah secara berlebihan

Namun demikian, keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada kualias
kebijakan daerah, perencanaan vang matang, kepastian regulas:, serta strateg: pengadaan
yang transparan, akuntabel, dan kompenunf

Dalam konteks imilah DPRT) memiliki peran vang sangat strategis. Sebagar lembaga vang
memuliki fungs: legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD dituntut untuk memahami
secara komprehensif berbagar aspek kebyjakan KPBU, mula dan kerangka regulas:
proses perencanaan proyek, mekanisme pengadaan badan usaha pelaksana, pengelolaan
risiko, hingga pengawasan pelaksanaan kerja sama agar tetap berpihak pada kepentingan
masyarakat.

Hadirin vang berbahagia,

Melalui workshop i, sayva berharap seluruh peserta dapat memperdalam pemahaman
mengenai konsep dan implementamn KPBU, khususnya terkant stratem kebyjakan
pengadaan vang mampu menciptakan tklim investasi vang sehat dan kompetitif, sekalipus
tetap menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, efekuvitas, dan pedindungan terhadap
kepentingan publik

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi kita untuk memahami berbaga: praktik
baik, tantangan, serta peluang penerapan KPBU vang dapat dikembangkan di Kabupaten
Kenda) dalam mendukung percepatan pembangunan daerah

Ke depan, kita bertharap Kabupaten Kendal mampu memanfaatkan peluang investas: vang
semakin besar dengan tetap menjaga tata kelola pemenntahan vang baik. Dengan
demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, pelavanan publik
semakin memngkat, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh
masyarakat Kendal

Hadirin vang sava horman,

=
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Sava mengajak seluruh peserta unmk mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh
akuif berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menggali berbagai perspeknuf vanp dapat
memperkuat kapasitas kita dalam menjalankan tugas sebagar wakal rakvat
Semoga melalm kegiatan 1m lahir pemahaman vang lebhh komprehensif mengenar
kebijakan daerah dan strateg: pengadaan dalam skema KPBU schinggza mampu
mendulung tervujudnyva pembanpunan Kabupaten Kendal vang map. berdava samng,
berkelanjutan, dan semakin menvejahterakan masyarakat Akhimva, dengan memohon
ridha Allah SWT dan mengucapkan
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
“WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL"
"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA
Workshop im1 bukan sekadar forum diskus:, tetapn menjadi ruang strategis wntuk
menyatukan persepsi, memperkuat peran DPRD, dan memastikan amh pembangunan
dasrah benalan sesua: harapan masyarakat Kendal
Selamat mengikun workshop, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membenkan
bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan
daerah.
Demikian beberapa hal yang dapat sava sampaikan sekian
Wasalamualaikum Warahmatullah: Wabarakatuh.

<
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BABI
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943,
pemerintah daerah berwenang umtuk mengatur dan mengurus sendin urusan pemenntahan
menurut asas ofonom dan mgas pembantian. Pemberan otonomt luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnva kescjahteraan masyarakat melalu pemingkatan pelayanan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat Disampmg 1tn melalu otonomu luas. daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhankan prinsip demokrasi,
pemerataan. keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potens: dan keanckaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemenntahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiens: dan efekuvitas
penvelengparaan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemenntahan
dan antar pemenmtahan daerah, potens: dan keanckaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Repubhk
Ingdonesia. Aspek hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya tainnva dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping rtu, perlu diperhatikan pula
peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Agar mampu menjalankan perannva tersebut, daerah dibenkan
kewenangan vang seluas-luasnya disertai dengan pembenan hak dan kewapban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penvelenggaraan pemernintahan
negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomu vang nvata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatn prinsip bahwa unruk menangam urusan
pemenntahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajban vang senvatanva telah
ada dan berpotens: untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesua dengan potensi dan kekhasan
‘daerah. Dengan demikian 151 dan jenis otonom bag: cetiap daerah tdak selalu sama dengan daerah
lainnya. Adapun vang dimaksud dengan otonomi vang bertanggungjawab adalah otonom: vang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi, vang pada dasamya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat vang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Seinng dengan prninsip
itu penvelenggarann otonomu daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memperhatkan kepentingan dan aspurasi vang tumbuh dalam
masvarakat.

Kepentingan dan aspirast masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemenntah
Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagas representas: perwakilan rakvat dalam
struktur kelembagan pemerintahan daerah vang menjalankan fungsi pemernintahan, vang
bertujuan sebagaimana vang disebutkan di amas. Pemenntah daerah menjalankan fungs:
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pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan

fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melzhirkan kebijakan-kebijakan di
daerahnya, terutama yang dimangkan dalam Peranwan Daerah Secara umum peran m
drwujudkan dalam tiga fungsi. yartu:

1. Regulator vaitu mengatur seluruh kepentinpan daerah baik vang termasuk urusan-urusan
rumah tangea daerah (otonomn) maupun urosan-urosan pemeruytah pusat yang diserahkan
pelaksanannva ke daerah (tugas pembantuan).

2. Policy Making vastu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program
pembanpunan di dasrahnva;

‘3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebik khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku (UU Susduk dan UU

Pemenntahan Daerah). implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan

perwinjudannya ke dalam tiga fungs:, vaitu -

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,

2. Fungsi anggaran, dan

3. Fungs: pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

2. Membahas dan membenkan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran
pendapatan dan belamja daerah kabupaten vang diajukan oleh Kepala Daerah,

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan
dan belanja daesrah kabupaten,

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan ‘atau wakil Kepala Daerah
kepada Mentenn Dalam Negenn melaln gubernur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan atau pemberhentian;

3. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjad: kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
(catatan bagian hukum)

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemenntah daerah kabupaten terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;

7. Membenkan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional vang dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten,

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemenntahan daerah kabupaten:

9. Membenikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

10, Mengupavakan terlaksanamva kewajiban daerah sesuan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
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11. Melaksanakan mgas dan wewenang lamn yvang diatur dalam ketentuan peraturan penmdang-

undangan

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sevogyanya merupakan hubungan kerja
yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan Kedudukan yang setara bermakna bahwa
diantara lembaga pemerntahan daerah 1w memiliks kedudukan yang sama dan sejajar. artinya
uidak saling membawahi. Hal 1m dapat dicerminkan dalam membuai kebyakan dacrah berupa
Peraturan Daerah Hubungan kemitraan bermakna babhwa antara Pemenntah Daerah dan DPRD
adalah sama-sama mnra sekerja dalam membuat kebijakan dasrah untuk melaksanakan otonom:
daerah sesuai dengan fungs: masmng-masing sehingga antar kedua lembaga o membangun suatu
hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masmg-masng.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat benjalan secara optimal
[Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknar lain, yang mengurang fungsi dan kewenangan
dewan. Sebagai contoh, masih banvaknya produk peraturan-peraturan daerah yang meérupakan
nisiasi dan pemenntah daerah, bukan dan DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat
(1) Peraturan Pemenntah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang
kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Imi artinya bahwa “leading sector” pembentukan
PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi vang berkamtan dengan “bargmming
posisition” dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posis: yang lemah Bagaimana udak,
draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu vang sangat pendek, sehingga
sangat sulit bagi Dewan untuk secam teliti mengkaji substans: dan draft tersebut.

Selamn kedua contoh di atas, jika kita lihat dar: aspek penganggaran vang dimiliki Dewan,
masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran vang ada di pemenntah daerah Dewan
tdak mempunyai otonomisas anggaran vang dapat mendukung fungs: dan kinenanya secara
‘optimal Sehingga tidak aneh jika seringkals muncul “rumor bahwa DPRD hanya zebagai ‘rubber
stamp’ vang mehigitimas: semua kebijakan pemenntah. Hal i diperparah lag dengan regulas:
kita yang belum memberikan kedudukan vang setara antara pemenntah daerah dengan DPRD,
yaitu antara lam yang berkaitan dengan -

» Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala dasrah ndak termasuk anggota DPRD),

+ Pengaturan hak inisiasi legislas: bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan
pengaturan imsiast legslast dan pemenntah daerah (dalam bentuk peraturan tekms
pelaksanaan),

* Kedudukan, rugas dan fungs: alat kelengkapan Panitia Legislas: dalam strukror kelembagaan
Dewan;

* Pengangkatan staf ahl: untuk mendukung kinerja dewan; diL

Dan kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banvak
adanya kesetaraan antara Pemenntah Daerah dengan DPRD, tetaps hal m bukannya tidak
murnigkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonom daerah, mula dilakukan
penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur
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kelembagaan (mis_adanya penambahan alat kelengkapan dewan vans berupa Panitia Leguslasi,
Badan Kehormatan, dll). penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan
dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf)
dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagal instrumen perencanaan pembentukan peraturan
daerah yang disusun secara berencana. terpadu dan sistemats antarz Dewan dan Pemenntah
Daerah.

Balam rangka Tn Dharms Perpuman Tingo: dan mendasar: Peraturan Pemernintah Nomor
12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penpawasan Penvelenpgaraan Pemenntahan Daerah,
serta mengacu pada Peraturan Menten Dalam Neger: Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Orientast dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins:
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota.

Dalam kegratan Workshop Pimpinan dan Anpggota DPRD Kabupaten Kendal ada
beberapa materi yang akan disampaikan. pertama vaitu Pelayanan Publik: Standar Pelayanan
Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.
Penyelengegaraan pemenniahan daerah pada era otonomu daerah menuntut pemenniah daerah
untuk mampu menghadirkan pelavanan publik vang berkualrtas, menmmngkatkan dava saing daerah,
serta mewujudkan tata kelola pemerintahan vang efekuf efisien transparan dan akuntabel
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemernntah daerah udak hanyva druntut untuk
mengoptimalkan sumber daya vang dimibiki tetapt juga perlu membangun berbagai bentuk
kolaborasi dengan sektor swasta melalut skema kena sama vang sesuan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Salah satu alternatif pembiayaan pembangunan vang semakin berkembang adalah Kerja
Sama Pemenntah dengan Badan Usaha (KPBU) Skema KPBU menjadi mstrumen strategis
dalam penvediaan infrastruktur dan pelayanan publik karena membernikan kesempatan kepada
pemenntah daerah untuk mempercepat pembangunan dengan tetap memperhatkan prinsip
efisiensy, efektivitas, pembagian risiko vang proporsional serta keberlanjutan fiskal daerah
Namun demikian, implementasi KPBU memerlukan pemahaman vang komprehensif mengena
kebiyjakan daerah, strategi pengadaan, aspek hukum, tata kelola pengadaan, manajemen nsiko,
serta mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prninsip transparans: dan
akuntabilitas,

Dalam konteks tersebut, DPRD memilik: peran vang sangat strategis melahn pelaksanaan
fungs1 pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungs: pengawasan. DPRD tidak
hanya berperan dalam membenkan persetujuan terhadap kebijakan daerah yang berkatan dengan
pembangunan, tetapt juga memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama antara pemenntah daerah
dengan badan usaha dilaksanakan sesua: dengan ketentuan hukum, membenkan manfaat bag
masyarakat, tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan, serta mampu menmgkatkan
kualitas pelayanan publik

Dh sist lain, perungkatan kualias pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama
keberhasilan penyelenggaraan pemenntahan daerah. Pemenntah daerah berkewajiban memenuhs
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Standar Pelayahan Minimal (SPM) sebagai beatuk pemenuhan hak dassr masvarakat atas
pelayanan publik pada urusan pemerimtahan wajib vang berkaitan dengan pelavanan dasar.
Pencapatan SPM memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, pengalokasian anggaran vang
memadal. seria sistem pengawasan vang efeknif apar pelavanan vang dibenkan benar-benar
miemangkau selunsh lapisan masvaralkat sesua standar vang telah ditetaplkan

Selain pemenuhan Standar Pelayanan Mimimal pemenntah daerah juga didorong unmuk
mengembangkan berbaga: bentuk inovas: dasrah sebagar upava memingkatkan kuslitas pelayanan
publik, efektivitas penvelenggaraan pemerintahan. fisiensi pengounaan sumber dava, senta
pemingkatan daya saing daerah Inovas: tersebut harus tetap memperhatikan prinsip tata kelola
pemerintahan vang batk (good pgovemance), kepastan hukum, manajemen nsiko, serta
akuntabilitas dalam setiap proses penvelenggaraannya.

Sejalan dengan hal tersebut, transparans: dalam tata kelola pemenntahan memadh faktor
yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penvelenggaraan
pemerintahan daerah Transparans: tidak hanva diwujudkan melalm keterbukaan mformass
publik, tetapt juga melalui proses perencanaan, pénganggaran, pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah vang dapat diakses dan
dipertanggungiawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparans: juga berfungw
sebagai instrumen pencegahan terhadap potens: pesvimpangan. konflik kepentingan. komps:.
serta pemborosan anggaran.

Perkembangan regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemenntah, kebyakan
pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemenntahan vang
terus mengalami perubahan mepuntut DPRD untuk senantiasa memngkatkan kapasitas,
pemahaman, dan kompetensinya dalam menjalankan fungs: kelembagaan Pemahaman vang
memadar mengenai kebijakan daerah. strate;n pengadaan dalam skema KPBU, pemenuvhan
Standar Pelayanan Mimumal, pengembangan mnovas: daerah, serta penerapan prinsip transparans:
akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan DPRD dalam menjalankan fungs: legislasi,
penganggaran, dan pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan spvatu kegiatan Workshop DPRD dengan tema "Kebijakan
Daerah dan Strateg: Kebijakan Pengadaan dalam Kerja Sama Pemenntah dengan Badan Usaha
(KPBU)" yang mengangkat materi "Pelayanan Publik® Standar Pelayanan Mimmal (SPM),
Inovasi Daerah, dan Transparans: Tata Kelola Pemenntahan. " Kegiatan mu dibarapkan mampu
meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami kebijakan pembangunan daerah,
mekanisme kena sama pemenntah dengan badan usaha, strategn pengadaan yang sesua: dengan
prinsip tata kelola vang baik, serta memperkuat peran DPRD dalam mengawal penungkatan
kualitas pelayanan publik melalm pemenuhan Standar Pelayanan Mimimal, pengembangan
movasi daerah, dan penerapan transparans: dalam penvelenggaraan pemenntahan

Matent vang kedua vaitu Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah
dengan Badan Usaha). Penvelenggaraan pemenntahan daerash pada era otonomu daerah
menuntut adanyva peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastrukiur dan
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pelayanan publik yang berkualitas. merata. berkelanjutan. serta mampu memawab kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang D sist lain. keterbatasan kapasitas fiskal dacrah menjad:
salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembansunan vang berkesmambungan Oleh
karena itu, diperlukan berbagai alternanf pembiavaan pembangunan yang mampu mendukung
mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu swatept vang dikembangkan oleh pemenniah wnuk miengatas) keterbatasan
pembiayaan tersebut adalah melalm Kena Sama Pemenntah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema KPBU merupakan bentuk kemitraan antara pemenintah dan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur dan pelayanan publik vang dilaksanakan berdasarkan pembaman nisiko, tangpung
Jawab, dan manfaat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui skema m1, pemenntah daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan
infrastruktur strategis, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. sera
mendorong partisipasi sekior swasta dalam pembangunan daerah

Keberhasilan implementas: KPBU sangat dipengaruhy oleh pemahaman vang memada:
terhadap kebyakan dan regulas) vang menjadi landasan pelaksanaannyva Pengaturan mengena
KPBU telah berkembang melalui berbaga kebijakan nasional vang mengatur aspek perencanaan
pengadaan. pembiavaan, pembaman nsiko, pelaksanssn kena sama hingga mekamsme
pengawasan dan evaluasi, Oleh karena 1y, setiap tahapan pelaksanaan KPBU harus berpedoman
pada prinsip kepastian hukum, transparans:. akuntabilitas_ efisienss, efektivitas, persaingan usaha
vang sehat, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penvelenggaraan pemenntahan daerah, DPRD miemiliks kedudukan vang
stratepts dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan KPBU melalm pelaksanaan fungs:
pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungs: pengawasan. DPRD memilik: peran
‘dalam memastikan bahwa senap kebyakan daerah vang berkaitan dengan KPBU telah sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta membenkan manfast vang
sebesar-besamya bagi masyarakat,

Selamn itu, kompleksitas regulasi vang mengamr KPBU menuntut anggota DPRD untuk
memahami berbagai aspek hukum, kelembagaan, dan kebijakan vang menjadi dasar pelaksanaan
kerja samn tersebut. Pemahaman tersebut memadi penting agar DPRD mampu menjalankan
fungs: pengawasan secara efektif membenkan perumbangan terhadap kebyakan daerah vang
akan dilaksanakan melaln skema KPBU, serta mengantisipas: berbagai potens: nsiko vang dapat
memengaruhi keberhasilan pelaksanaan provek kerja sama

D1 sis1 lain, perkembangan regulas: mengena: pengadaan barang dan jasa pemenntah,
investasy daerah, pengelolaan keuvangan daerah, serta penyvelenggaraan pemenntahan terus
mengalami perubahan sebaga: bagian dan vpayva pemenntah untuk memngkatkan kualitas tata
kelola pemenntaban Kondisi tmi menunnnt adanva peningkatan kapasitas anggota DPRD agar
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mampu mengikut dinamika kebijakan riasional dan mensimplementasikannva secara tepai dalam
penvelenggaraan pemerintahan daerah

Mater: ketiga vaitu Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah . Penvelenggarasn
pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian
vang tdak terpisahkan dan sistem pemenntshan nasional Pelaksanasn otonomi daersh
memberikan kewenangan kepada pemenntah daerah umtuk mengatur dan mengurus urusan
pemenntahan sesuar dengan prinsip desentralisasy. Namun demikian kewenangan tersebut tetap
harus dilaksanakan secara sclaras dengan kebyakan pembangunan nasional agar tercipta
kesmnambungan antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan pembangunan di daerah

Dalam mewujudkan pembangunan yvang berkelanjufan, pemenntah daerah dihadapkan
pada tantangan keterbatasan kapasimas fiskal m va kebutuhan mfrastruktur, serta
tuntutan masvarakat terhadap pelavanan publik yang semakin berkualitas. Kondisi tersebut
mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbaga: strategi pembiayaan pembangunan yang
wovatif salah satunva melalm skema Kerja Sama Pemenntah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema KPBU memnjadi salah satu instrumen kebyakan yang dirancang unmtuk mempercepat
penvediaan infrastruktur dan pelavanan publik melaln kemitraan vang saling menguntungkan
antara pemenntah dan badan usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiens:, efekuvitas,
transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal

Keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan
pemenntah pusat dan pemenntah daerah. Pemenntah pusat menetapkan arah kebijakan nassional,
standar regulasi, prioritas pembangunan, serta kerangka pembiavaan, sedangkan pemenntah
daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah, kebiyjakan penganggaran, serta pelaksanaan program sesuai karaktenstk
dan kebutuhan wilayah Oleh karena itu, sinkronisas: arah kebyakan pusat dan dacrah menjadi
faktor penting untuk menghindan tumpang tindih program  meningkatkan efektivitas penggunaan
anggaran, serta memastikan bahwa setiap proyek pembangunan membenkan manfaat vang
‘optimal bagi masvarakat.

Dalam praktiknya, masth diyumpa: berbaga: tantangan dalam prosss sinkronisasi
kebyjakan Perbedaan prioritas pembangunan, perubahan regulasi, dinarmka kebijakan nasional,
keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kurang optimalnva koordmas: antarpemangku
kepentingan dapat memengaruhi efektivitas pelaksansan program pembangunan di daerah
Kondisi tersebut berpotens: memmbulkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan pusat
dan daerah, keterlambatan pelaksanaan proyvek, serta rendahnya optimalisas: pemanfaatan skema
KPBU sebagai alternanf pembiayaan pembangunan

Dalam konteks tersebut, DPRD memibki peran strategis melalm pelaksanaan fungs:
pembantukan paraturan daerah, fungs: anggaran, dan fungs: pengawasan DPRD tidak hanva
berperan dalam memberikan persetujuan terhadap kebyakan daerah yang berkaitan dengan
pembangunan dan peniganggaran, tetap: juga memastikan bahwa kebijakan daerah telah selaras
dengan arah kebyakan nasional, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

PLISAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG | PPSDM-LISM )



memberikan manfaat vang nvata bagi masyarakat Peran DPRD juga penting dalam mengawal
implementas: proyek KPBU agar dilaksanakan secara transparan. akuntabel_ efisien. dan sesuai
dengan kepentingan daerah.

Seiring dengan perkembangan resulasi dan dinamika kebsjakan pembansunan nasional
diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD agar memilik: pemahaman vang komprehensif
mengenai hubungan antara kebijakan pusat dan daerah, mekanisme penyelenggaraan KPBU, serta
strategn sinkromsasi perencanaan, penpanggaran dan pelaksanaan pembangunan Pemahaman
tersebut akan memperkuat kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan
membenkan masukan terhadap kebyakan daerah yang mendukung tercapamnva tuan
pembangunan nasional maupun dagrah.

Mater:1 keempat yaiu FGD (Focus Group Discussion) Intermal DPRD tentang
Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). Penyelenggaraan pemenntahan daerah pada era desentralisas: menuntut
adanya tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab berbaga tantangan pembangunan secara
efeknf efisien, transparan, dan akuntabel Pemenntah dasrah tidak hanva dituntut untuk
memngkatkan kualitas pelavanan publik, tetapt juga harus mampu menyediakan infrastrukiur
yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonom:, memngkatkan daya saing daerah, seria
mewnjudkan kesejahteraan masvarakat. Di sist lain_keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjad:
tantangan yang perlu diatasi melalui berbagai strategi pembiavaan pembangunan yvang movanf
dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah dalam mendukung percepatan
pembangunan adalah melalu skema Kerja Sama Pemenntah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema 11 merupakan bentuk kemitraan antara pemenntah dan badan usaha dalam penvediaan
infrastruktur dan pelavanan publik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembagian nisiko,
efisiensy, efektivitas, transparansi, serta akuntabiltas KPBU diharapkan mampu menjads
alternauf pembiayaan pembangunan vang dapat mengurangi tekanan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memngkatkan kualitas penvediaan lavanan
kepada masyarakat.

Implementasi KPBU memerlukan perencanaan vang matang, dokungan regulas: vang
memadai, tata kelola pengadaan vang sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta koordinas: vang kvat antara pemenntah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan
lainnya. Keberhasilan pelaksagaan KPBU tidak hanva ditentukan oleh aspek tekmis dan
pembiavaan, tetapi juga oleh kualitas kebyakan daerah yang mampu menciptakan kepastian
hukum, ikhim investas: yang kondusif, serta mekamsme pengawasan yang efektif

Dalam konteks tersebut, DPRD memuliks kedudukan vang strategis melalm pelaksanaan
fungs: pembentukan peraturan daerah, fungs: anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD berperan
dalam memastkan bahwa setiap kebijakan daerah vang berkaitan dengan pengadaan dan
pelaksanaan KPBU telah sesum dengan arah pembangunan daerah, selaras dengan kebiakan
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nasional memenuhi prinsip tata kelola pemerntahan vang bailk (pood governance). szerta
memberikan manfaat vang sebesar-besamya bagi masvarakat.

Namun demikian, dinamika regulasi perubahan kebijakan pemermitzh, perkembangan
kebutuhan pembangunan, serta kompleksitas pelaksanaan KPBU senng kali memimbulkan
berbagai tantangan dalam implementasinya Perbedaan persepsi mengenami aspek hukum
mekanisme pengadaan, pembagian kewenangan, pengelolaan risiko. maupun pengawasan dapat
memengaruh: efektivitas pelaksanaan program pembangunan Oleh karena o, diperiukan forum
komunikasi dan diskusi vang mampu mempertemukan berbaga: pandangan serta menghasilian
kesamaan perseps: di lingkungan internal DPRD.

Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melal Focus
Group Discussion (FGD). FGD merupakan forum diskus: partisipatf yvang membenkan ruang
bagi pimpman DPRD, anggota DPRD, alat kelengkapan dewan, serta Sekretariat DPRD untuk
bertukar informasi, mengidentifikas: permasalahan, menganalisis tantangan. serta merumuskan
rekomendas: strategis terkait kebijakan daerah dan implementass KPBU. Mezlalnm forum m
diharapkan tercipta pemahaman yang seragam mengenai peran DPRD dalam mendukung
kebyakan pembangunan, memperkuat koordinasi mternal serta memngkatkan kualitas
pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan

Selain sebagar media berbagy pengetahuan, FGD juga menjadi sarana evaluas: terhadap
berbagai kebijakan daerah yang telah berjalan. termasuk mengidentifikas: peluang pengembangan
skema KPBU vang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan fiskal pemenntah daerah
Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penvusunan kebyakan,
pembahasan anggaran maupun pelaksanaan fungs: pengawasan DPRD terhadap berbaga:
program pembangunan vang melibatkan kerja sama antara pemenntah dan badan usaha

Kegiatan 11 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD, menyvamakan
persepst mengena kebjjakan dan regulasi KPBU, memperkuat koordinas: intemal, serta
menghasilkan rekomendas: strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah
vang efeknf, efisien, transparan, dan akuntabel

Melalu workshop ini diharapkan terbangun sinergs yang lebih kuat antar unsur DPRD
dalam memahamt dinamika kebyjakan pengadaan melalus skema KPBU, memngkatkan kualitas
pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungs: legislasi, penganggaran, dan
pengawasan Dengan demukian, DPRD dapat menjalankan perannva secara lebih profesional dan
adaptif dalam mengawal pembangunan daerah vang berkelanjutan, memperkuat tata kelola
pemenntahan vang bak, serta mendorong pemngkatan kesejahteraan masyarakat melalus
pemanfaatan skema KPBU yang tepat, transparan, dan sesua: dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Diharapkan peserta dapat menvimpulkan maten vang telah disampaikan
para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemukiran i atas, maka bersama mu kami Universitas
Semarang (USM) melaluit Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia Universitas
Semarang (PPSDM - USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta
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serta Badan Pengembangan Sumber Dayva Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa
Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan t=ma “Kebijakan Daerah dan
Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBLU)™.

L

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Usdang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonssia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran Negarab Republik
Indonesta Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terankhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 684 1);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan
Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 teniang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengparaan Pemenntah Daerah:

5. Peraturan Pemenntah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penvusunan Tata Terub DPRD
Provins:, Kabupaten Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuvangan Daerah;

7. Peraturan Pemenntah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemenntah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admumstranf Prmpinan dan Anggota DPRD;

8. Peratran Mentenn Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuvangan Daerah,

9.  Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten'Kota.

10. Permendagn No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. MATERI
1. Pelayanan Publik’ Standar Pelavanan Minimal (SPM), Inovast Daerah, dan Transparans:
Tata Kelola Pemenntahan
Narasumber - Hendn Santosa, SE, Ak M.Si CA
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayvah Jawa Tengah)
2. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemenntah dengan Badan Usaha)
Narasumber - Novie Andriam (Bappenas RI)
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3. Sinkronisast Arah Kebijakan Pusat dan Dacrah.
Narasumber - Yusmante, S Pi. M Si (Bappeda Jateng)

4 FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Dacrah dan Stratem
Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintak dan Badan Usaha (KPBU).
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal.

=

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN
Maksud dan Tujuan diadakannva kegiatan i1 adalah sebagat bernkut:

* Peserta mampu memaham: dan mengintegrasikan kebijakan daerah dalam penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengembangan inovasi daerah, seria peningkatan
transparansi tata kelola pemerntahan guna mendukung pelaksansan Kerja Sama
Pemermtah dan Badan Usaha (KPBU) vang efeknf, akuntabel, dan beronentas: pada
peningkatan kualitas pelayanan publik;

= Peserta mampu memahami kebyjakan dasrah serta regulas: Kenja Sama Pemenntah dan
Badan Usaha (KPBU) sebagai landasan dalam mendukung penyusunan pelaksanaan dan
pengawasan kebyjakan pengadaan vang efeknf transparan dan sesua denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

®  Peserta mampu memaham dan menyelaraskan arah kebyakan pemenntah pusat dan
daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan Kerja Sama Pemenntah dan Badan Usaha
(KPBU) guna mendukung kebyakan pengadaan yang tenntegrasi, efekuf. dan
berkelanjutan,

* Peserta mampu merumuskan rekomendas: kebyakan dasmh dan strateg: pengadaan
dalam Kerja Sama Pemenntah dan Badan Usaha (KPBU) melaln Focus Group
Discussion (FGD) internal DPRD guna memperkuat fungsi legislas:, penganggaran, dan
pengawasan dalam mendukung pembangunan daerah vang efektif dan akuntabel dan
menarik kesimpulan dan beberapa maten kegiatan Workshop,

E. PEMBIAYAAN
Pembiayvaan Workshop dan masing-masing peserta Workshop, berasal dan anggaran
peningkatan SDM vang bersangkutan vang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026
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BABII
KEGIATAN
A. TEMA WORKSHOP
“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)".
B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Han  Jum’at s.d. Minggu
Tangzal :19=sd. 21 Juni 2026
Tempat : Hotel Honison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.
JI. Ki Mangunsarkoro No 36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah
C. MATERI WORKSHOP
1. Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Mimimal (SPM), Inovas: Daerah, dan Transparans:
Tata Kelola Pemenntahan
2. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha).
3. Smkronisasi Arah Kebyakan Pusat dan Daerah
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebyjakan Daerah dan Strateg
Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
D. NARASUMEBER
1. Hendn Santosa, SE., Ak, M Si. CA (Ketva Ikatan Akuntan Indonesia (TAT) Wilayah Jawa
Tengah).
2. Novie Andnan: (Bappenas RI).
3. Yusmanto, S.Pi, M.5i. (Bappeda Jateng).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Kendal
E. MODERATOR
1. Mohammad Khotrul Annas, 5 Ak
F. PESERTA
¢  Peserta vang mengikuti Workshop dan Pumpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
sebanyak 48 orang peserta.

¢ 23 orang pendamping dari Sekretanat DPRD Kabupaten Kendal
e 6 orang tamu Undangan dan OPD Kabupaten Kendal
Absensi Peserta, Pendamping dan tamu undangan terlampir.
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G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

L Pembukaan

2. Menvanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta.

4. Sambutan-sambutan :

Pertama - Sambutan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal :m diwakali oleh
Wakil Rektor IT Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Kannm S E.MSi_AK  CA)
Kedua : Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus
membuka acara

(Dr. Uswaton Hasanah, SPd. M Pd )

5.  Penyerahan ucapan terimakasih
6. Foto bersama.
Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWABRB
<+ PERTANYAAN MATERI 2
1. Bapak Agus Dwi Lestari, S.LP., MLH. (OPD Kab. Kendal)

# Bagaimana skema pembayaran yang wdeal untuk proyek APJ dan Pasar Welen? Lalu,
apa solusi hukum dan finansial terkart status aset Pasar Welen vang sempat terbakar
sebelum revitalisas: selesa? Apakah eksekusi KPBU i mutlak memburtuhkan
pavung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), atau cukup dengan Peraturan Bupan
(Perbup)? Bagaimana strateg: membangun smergitas antara Pemkot Pemkab, DPRD,
dan Badan Usaha agar proyek berjalan akuntabel dan tidak mangkrak?

2. Bapak Wiwit Andariyone, S.STP (OPD Kab. Kendal)

# Bagaimana kita mensinkronkan peraturan pengadaan baranp dan jasa pemenntah vang
sangat ketat dengan skema KPBU swasta - terutama jika perencanaan proyeknyva
datang dan pthak swasta (wisolicited proposal) - sementara kita tahu ada perbedaan
mendasar antara aturan barang dan jasa pemda dengan fleksibilitas swasta, serma
apakah memungkinkan jika provek KPBU mu dilakukan atau didelegasikan melalos
BUMD Kabupaten Kendal agar secara keuangan daerah tetap terkontrol dan
akuntabel?

3. Tbu Indreswari, 5.T., MLT. (OPD Kab. Kendal)

» Pemerintah Kabupaten Kendal telah menvusun baseline study sebagai tahapan awal
dalam penviapan skema Kera Sama Pemenntah dan Badan Usaha (KPBU)
Sehubungan dengan hal tersebut, ditanvakan langkah strategis selanjutnyva vang perlu
dilakukan agar provek KPBU dapat dumplementasikan secara optimal, serma apakah
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diperlukan penyusunan Peratoran Daerah (Perda) terkant skema Avatiadiliny Payment

' NOVIE ANDRIANI

1. Untuk APJ. skema yang paling tepat adalah AP (4vailability Payment | Pembayaran
Ketersediaan Lavanan) Pemkab Kendal membayar Badan Usaha secara bekala
(bulanan/tahunan) setelah APJ beroperasi sesum dengan spesifikasy (service level
agreement). Dana im dianggarkan melalm belanja daerah secara multyears.
Keuntungannya, efisiens: energi (tagihan listmk) yang dibasilkan isa digunakan untuk
menutupi biava AP i
Skema Pembayaran Pasar Weleri: Pasar Weler: lebih cocok menggunakan skema Tanf
(User Charge). di miana Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi dar sewa kios
atau retnbusi pedagang Namun. Pemenntah Daerah bisa membenkan Fabiliy Gap
Funding (VGF) atau dukungan kelayakan jika dava beli pedagang belum mampu menutup
biaya mmvestast murni
Solust Hukum & Finansial Pasca-Kebakaran: Jika aset mengalarm musibah terbakar
sebelum diserahterimakan, kuncinya ada pada Manajemen Risiko dalam Kontrak KPBU:

o Mingas: Finansial: Provek KPBU wapb dilindung oleh asuransi (417 Risk
Insurance). Beban pembangunan kembal menjadi ranah klam asurans: vang
dikoordinasikan oleh Badan Usaha, sehingga tidak membebam APBD Kendal
secara langsung.

o Minpgas: Aset: Status tanah tetap milik Pemkab Kendal (HPL) Konstruks:
bangunan yang terbakar harus diaudit terlebih dahulu oleh penilai independen dan
BPKP untuk menghitung nilay kerugian aset sebelum dilakukan rekonstruks: ulang
oleh mitra KPBU berdasarkan klausul Force Mg/ewre di dalam perjanjian.

Secara regulasi (berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD dan
Permendagri No. 96 Tahun 2016), Percla mutlak diperlukan apabila:

¢ Skema KPBU menggunakan pembavaran ketersediaan layanan (AP) vang
mengikat anggaran daerah secara multivears (melebihi masa jabatan Kepala
Daerah). DPRD harus membenkan persetyjuan pnnsip melalm Perda
APBD/Perda Multiyears.

o Terdapat pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) seperti tanah Pasar Welen
dalam jangka panjang (biasanya hingga 20-30 tahun),

Kesimpulan: Perbup saja udak cukup untuk menjamin kepasnan hukum jangka

panjang bag investor. Kehadiran Perda membenkan political will dan jamunan hukum
bahwa siapapun Bupatinya nanti, komitmen pembavaran dan kerjasama i tetap sah.

Membangun sinergitas di Kabupaten Kendal dapat dicapar melalu tiga palar:
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o Keterbukaan Informasi Sejak Tahap Perencanaan- Eksskutf (Bappeda dan
BKAD) harus melibatkan DPRD sejak tahap Pre-Feasibiliny Study (Pra-FS).
Jangan sampat DPRD ban: diajak bicara saat ketuk palu anpparan

+ Pembentukan Simpul KPBU (PPP Lnir): Pemkab Kendal perlu membentuk Tim
Stmpul KPBU vang disi oleh SDM berkompeten sebagai jembatan komunikas:
teknis dengan Badan Usaha dan komunikas: poliis dengan DPRD.

» Funpgsi Pengawasan Berbasis Kinerja- DPRD nidak perin masuk ke ranah telomis
operasional Badan Usaha, melamnkan fokus mengavas: apakah kualitas layanan
(Pasar yang bersih, APJ vang terang) sudah sesua: dengan uang rakyat yang
dikeluarkan (Falue for Money).

2. KPBU hadir justru sebagai solusi ketika anggaran APBD terbatas Mengena
kekhawatiran benturan aturan. perlu dipahami bahwa pengadaan dalam KPBU ndak
menggunakan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (PBJP) biasa vang bersafat
transaksional tahunan. KPBU memulik resim hukum sendin, vaitu Perpres No. 38 Tahun
2015 dan Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2018 Regulas: i menjembatam kekakuan
aturan barang dan jasa pemda dengan membernikan kepastian hukum multivears bam
investor swasta, namun tetap mengutamakan prnsip transparans: dan Value for Money
(VEM) bagi daerah
Jika perencanaan datang dan swasta (wusolicited), aturan kita memperbolehkannya
asalkan memenuhi tiga syarat ketat. terintegras: dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), layak secara tekmis dan finansial, serta ndak membutuhkan jaminan finansial
langsung dari APBD secara penuh Keuntungannva bagi Pemkab Kendal adalah efisienn
biaya perencanaan, namun pemda tetap wanb melakukan uji publik dan tender kompetinf
atas proposal tersebut. Pihak swasta pengusul hanya dibenkan insentif berupa tambahan
nilai (right to match) saat lelang.

Sangat memungkinkan dan diatur dalam regulasi Pemkab Kendal dapat menugaskan
BUMD sebagai Penanggung Jawab Proyvek Kenasama (PJPK) melalui Peraturan Dasrah
Keuntungannya, BUMD memiliks fleksibilitas hukum dan bisms vang lebith nngm
daripada OPD/Dinas teknis dalam bertransaks: dengan swasta. Namun, catatan kritis dan
s151 kevangan daerah adalah Penvertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD tersebut
harus terukur Jangan sampai nsitko finansial swasta beralih menjadi beban utang
tersembunyi (conringent ltabiliny) vang pada akhurnya harus ditalang: oleh APBD Kendal

3. Penyusunan baseling study merupakan langkah awal vang penting dalam mengidentifikas:
kebutuhan, potens: provek, dan kapasitas fiskal daerah Setelah baseline study selesm
disusun, pemenntah daerah perlu melanjutkan tahapan dengan melakukan identifikas: dan
prionitisas: provek potensial KPBU, penyusunan studi pendahuluan (pre-feasibility studv),
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penviapan dokumen perencanaan. serta penguatan kelembagasn dan kapasitas tim KPBU
di daerah

Terkarr skema Availability Payment (AP). narasumber menjelaskan bahwa pada
prinsipnya AP mérupakan komitmen pembayaran pemerintah dacrah kepada badan usaha
berdasarkan kinerja layanan vang dibenkan Oleh karena 1tu, pemenmtah daerah perlo
memastikan kesiapan fiskal jangka menengah dan kepastian penganggaran secara
berkelamutan

Lebih lanjut disampaikan bahwa secara normatif pelaksanaan KPBU dan skema AP telah
memiliks landasan regulas: di ungkat nasional. sehingga tidak terdapat kewajiban untuk
membentuk Peraturan Daerah secara khusus. Namun demukian, pemenntah dasrah dapat
menyusun regulas: atan kebiyjakan daerah yang bersifat operasional dan mendukung,
sepert: peraturan kepala daerah, pedoman teknis, atauy pengaturan internal lainnva, puna
memperkuat kepastian pelaksanaan, penganggaran. dan tata kelola KPBU di daerah.
Dengan demikian kunci keberhasilan implementasi KPBU tidak hanva terletak pada
kesiapan dokumen perencanaan, tetapn juga pada penguatan kelembagaan, kepastan
fiskal, dan komitmen pemenntah daerah dalam menjaga keberlanjutan skema pembiavaan
jangka pamjang melalui Avanlability Payment.

* PERTANYAAN MATERI 3:
I. Bapak Izzuddin Latif, SH. M.H,
Usulan pembangunan penerangan jalan telah melalm proses Musrenbang dan menjadi
kebutuhan prioritas masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah,
ditanyakan bagarmana pengaturan perencanaan tahunan untuk proyek penerangan jalan
apabila akan dilaksanakan melalm skema Kerja Sama Pemenntah dan Badan Usaha
(KPBU), khususnya terkant kesiapan penganggaran melalm mekamsme _dvailebility
Payment (AP)?
2. Bapak Tri Purnomo, S.Sos.

Berdasarkan data BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sangat progresif
bahkan berhasil menduduk: peringkat nomor satu di Jawa Tengah sebaga: dampak positif
berkembangnya Kawasan Industri Kendal (KIK). Namun di s1s1 lain, lompatan ekonomi
m belum berbanding lurus dengan aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yvang
masih tertinggal, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar layak hidup
masyarakat; bahkan indikator harapan lama sekolah kita masih rendah dengan realitas
rata-rata lama sekolah penduduk Kendal baru menyentuh rata-rata SMP kelas 2.
Bagaimana Pemernintah Provins: melihat fenomena i, dan bagaimana strateg kebijakan
daerah melalm skema KPBU dapat dioptimalkan bukan hanva untuk membangun
infrastruktur fisik komersial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengintervens:
penungkatan muru SDM dan standar hidup lavak di Kendal?
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< JAWABANN UMBER BAPAK YUSMAN eda Jateng) :
1. Masuknya usulan pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) ke dalam dokumen
Musrenbang merupakan langkah awal vang sangat baik karena memberikan legitmas:
publik yang kuat Terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah, skema KPBU dengan
mekanisme Availability Paymert (AP) justru hadir sebagai solusi cerdas, bukan beban
Dinamika perencanaan tahunan daerah sening kalt rentan terhadap perubshan priontas
polittk-anggaran. Untuk mengunci agar proyek APJ i tetap berjalan konsisten, Pemiab
Kendal harus melakukan langkah-langkah berikut:

« Penyelarasan Dokumen Makro: Pastikan proyek KPBU APJ ini tercantum dalam
dokumen perencanaan jangka menengah (RPIMD Kabupaten Kendal) dan
rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan atau OPD terkast

¢ Penguncian di RKPD dan SIPD RI: Saat menyusun Rencana Kena Pemenntah
Daerah (RKPD) tahunan, komitmen pembayaran AP udak boleh dimasukkan
sebagal usulan program bam vang dinamis, melamnkan dikategorikan sebaza
Belanja Priontas Utama yang Mengikat (Fix Cost). Dokumen 11 wayib dimnput ke
dalam sistem SIPD RI sejak tahapan awal perencanaan agar pagu anggarannya
terkuncy (earmarked)

Banvak daerah ragu menggunakan skema AP karena khawatir menguras APBD tahunan
Namun, khusus untuk sektor Penerangan Jalan (APJ), kekhawatiran i bisa dhatas:
melalm pendekatan Substituas1 Angearan (Budger Substitution):

» Logika Efisiens: Energi: Proyek KPBU APJ biasanva melibatkan pembaruan
teknolog ke lampu LED pintar (Smart LED) oleh pthak swasta Penggantian im
secara otomatis memotong tagihan histrik PJU daerah hingga 30% sampai 60%.

s Mekanisme Relokasi Belamja: Dalam penvusunan RKPD dan KUA-PPAS
tahunan, Pemkab Kendal udak perlu mencan sumber pendapatan baru. Anggaran
AP diperoleh dan merelokas: dana vang awalnva digunakan untuk membayar
"Tagihan Listrik PTU" (sebelum efisiens:) menjadi dana "Pembayaran Lavanan
AP" kepada Badan Usaha Dengan demikian, secara mil, kapasitas fiskal daerah
tidak akan terganggu.

Karena kontrak KPBU umumnya bersifat jangka pamjang (10-15 tahun) dan melampaus
masa jabatan Kepala Daerah, kepastian hukum penganggaran tahunan wapb diperkuat.

e Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Multivears: Sebelum tender wransaks: duimula,
Kepala Daerah dan Pumpinan DPRD Kendal wapb menandatangam Nota
Kesepakatan Bersama tentang komitmen penganggaran tahun jamak (multhears

contraet).
» Konsistensi APBD: Nota kesepakatan imlah vang menjadi dasar hukum bagi Tim
Anggaran Pemenntah Daerah (TAPD) untuk selalu mengalokasikan anggaran AP
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secara otomatis di dalam Deraturan Daerah tentang APBD setiap tahunnya, tanpa
perlu perdebatan politis baru di setiap siklus anggaran tzhunan
Kunei utama keberhasilan KPBU APJ di Kabupaten Kendal terletak pada komitmen
TAPD untuk memperlakukan belanja Availabiliy Payment (AP) setara dengan belama
wajib (mandaiory spending). Bappeda Provinsi Jawa Tengah siap mengawal proses
sinkromisasi 1 dalam evaluas: dokumen RKPD dan APBD Kabupaten Kenda!l agar
memiliks kepastian hulum yang panpurna bag investor
2. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kendal 1m dalam ilmu perencanaan discbut sebagai
growth-development gap-pertumbuhan ekonom: melesat tngm  karena faktor
indusmalisast, namun agregat kualitas manusia (IPM) membutuhkan waktu untuk
mengejarnya.
Sebaga: Kepala Bappeda Jateng, sava melithat im sebaga: momentum emas. Justru di
sintlah skema KPBU harus kita geser paradigmanya, dari KPBU Infrastruktur Keras (Hard
Infrastructure) menuju KPBU Sosial (Social Infrastructure). Benkut adalah stratem
penyeimbangan aspek IPM melalm KPBU di Kendal
Fakta bahwa rata-rata pendidikan masvarakat baru setingkat SMP kelas ? (Rata-rata Lama
Sekolah ~8.5 tahun) adalah lampu kumng di tengah masifnva industri modern di KIK
o Stratega KPBU: Pemkab Kendal dapar mengimsias: proyek KPBU Sos:al ssktor
Pendidikan, seperti pembangunan dan pengelolaan Gedung Pusat Pelathan Kena
(Tocational Traiming Center) atau SMK Unggulan bertaraf internasional
e Peran Swasta: Badan usaha membangun fasilitas penunjang, laboratorium, dan
menyediakannya sebagai layanan siap pakai Melalu Availadility Paymem (AP),
Pemkab Kendal membavar swasta berdasarkan kualitas lulusan dan ketersediaan
fasilitas, sementara kunkulumnyva dismkronkan langsung dengan kebutuhan
tenaga kenja KIK Ini akan mendongkrak Harapan Lama Sekolah secara
sionifit
Komponen IPM kedua adalah umur panjang dan hidup sehat. Pertumbuhan ekonom
nomor satu di Jateng harus mampu membiayai fasilitas kesehatan vang layak bag: warga
lokal.

« Stategn KPBU: Revitalisasi RSUD Soewondo Kendal atau pembangunan
Rumah Sakit tpe C baru di kawasan penvangga industnn dapat menggunakan
skema KPBU.

o Manfaat Daerah: Swasta bertanggung jawab atas penvediaan gedung dan alat
kesehatan (alkes) modern berteknolog: tingg: vang biasanva sangat mahal jika
dibeli langsung via APBD. Pemkab Kendal cukup fokus pada penvediaan tenaga
medis dan pelayanan pasien (térmasuk jaminan BPJS).

Standar layvak hudup diukur dan pengelvaran per kapita vang disesuaikan, yang sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan utilitas dasar vang murah dan sehat, seperti air bersih dan

hunian
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o Strategi KPBU: Pemkab Kendal harus segera mengeksplorass KPBU sekior
SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan penvediaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusimawa) peketja_

s+ Dampak Ke IPM- Akses awr bersth vang merata dan homian layak vang
terjangkan bagi buruh lokal secara otomatis akan menurunkan pengeluaran non-
produltif warga. meningkatkan derajat keschatan (mencegah smnting) dan
menatkkan dzq_m beh (purchasing power) vang menjadi komponen utama standar
layak hidup dalam [PM.

o Angka pertumbuhan ekonom: nomor satu di Jawa Tengah vang dimiliky
Kendal adalah modal fiskal dan dava tawar (bargarming power) vang luar
biasa untuk menank investor DPRD Kendal bersama ekselunf harus beram
mengarahkan minat investor tersebut ke dalam provek-provek KPBU Sosial
Jangan biarkan masyarakat Kendal hanya menjadi penonton di tengah
megahnya industri, gunakan skema pengadaan KPBU 1 untuk membangun
sekolah, rumah sakn, dan fasilitas ar bersith demi mengangkat harkar IPM
Kabupaten Kendal secara terstruktur.

LAM
1. Surat Rekomendasi dart BPSDMD Provins: Jawa Tengah
2. Surat Penawaran Workshop.
3. Surat Undangan Workshop.
4.  Jadwal Workshop.
5. SK dan Susunan Panitia.
6. Surat balasan Workshop dan Sekretans DPRD Kab. Kendal.
7. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Kendal
8. Akreditas: Insutusi USM dan Akreditas: Program Studi di USM
9.  Absens: dan Biodata Narasumber.
10. Absensi dan Biodata Moderator.
11. Absensi Pegerta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRT) Kab. Kendal
12. Absensi Pendamping dan Sekretariat DPRD Kab, Kendal.
13. Absens: Tamu Undangan
14. Hasil Evaluasi Penvelenggaraan Workshop.
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
16. Mater: — matenn Workshop.
17. Dokumentas:.
18. Daftar Kamar,

19. Tanda terima semnar kit.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

|afan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263

Telepan 024-T3T3066 Faksimile 024-7472701 taman hitp hesdmd jarenaproy go.id
Sufat Elektranik bpsdmd@8atengpmv.oofd

Nomor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 17 Juni 2026

: 073.3/PT04/1169.691/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasl Penyelenggaraan Rektor Universitas Semarang
Workshop Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten Kendal TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 019/PPSDM.USM/RKM . WK/V1/2026, tanggal 08

Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal , dengan hormat disampaikan bahwa kami teiah
memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan
telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi
pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan
pada tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Hotel Horison
Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

berikut:

1.

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode
pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/ftenaga pengajar agar
mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga
substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota
DPRD;

Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:

a. Pelayanan Publik: Standar pelayanan minimal (SPM), inovasi daerah, dan
transparansi tata kelola pemerintahan;

b. Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha);
Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah;

d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan
Strategi Kebljakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU);

Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan
menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi
peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga
pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
pelaksanaan kegiatan;

m



6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka
pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih
lanjut;

7. BPSDMD Provinsi jawa Tengah akan menugaskan 1 {satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil
monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepaia BPSDMD Pravinsi jawa
Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohanan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada ;

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal;

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
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YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

(% UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG |PRSCIM LISM)
Soekretaral  Ji Soekarno Hatla Tlogasan BOTEG Telp (Uda) 670207

Uusm Webste  wyew ustyae il emall | diklal usmiglpmanl com

Nomor @ 019/PPSDM.USM/PN.WK/VI/2026 Sermarang, 2 Juni 2026
Lc‘ll"l“ID o=

Hal . Penawaran Fasilitasi Kegiatan

Workshop Training of Trainers (ToT)
DPRD Kabupaten Kendal

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kabupaten Kendal

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagn Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalul Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengajukan Penawaran Fasilitasi Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kendal dalam bentuk Workshop Training of Trainers (ToT) dengan tema
“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)"yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum'at s.d, Minggu
Tanggal : 19 s.d. 21 Juni 2026
Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.

11, Ki Mangunsarkoro Ne.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kontrihusi  * Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Besar harapan kami penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Kendal yang
dapat memberikan keuntungan bagl kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran Ini Kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamarya kami
sampaikan terima kasih.

. oEd . S.E., M.M., Akt.
N /NST. 13922018

B, S ——
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P EILUSali.
1. Rektor bniversitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
J1; Soekarno-Hatta No. 218 Kendal Kode Pos 51313 Telp. (0294) 3689590 Fax 381057
Email-: setwanf@lkendalkab.goid Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 3 Juni 2026

Nomor : 000.9.4/0265 / Set. DPRD Kepada Yth :
Lamp. : - ‘ UNIVERSITAS SEMARANG
Perihal : Penunjukkan Kegiatan Workshop. di -

Semarang.

[}

'Mcﬁanggapi surat Saudara Nomor 019/ PPSDM)USM {PN.WK/VI/2026
tanggal 2 Juni 2026 , perihal : Penawaran Fasilitasi Kegiatan Workshop
Training of Trainers (TOT) DPRD Kabupaten Kendal.

IS«‘-'hLlhunEm dengan hal tersebut, kami beritahukan bahwa Fimpinan
dan Angg-ﬁta DPRD Kabupaten Kendal sejumnlah 48 { empat puluh delapan )
orang bersedia jkut serta mengikuti Kegiatan Workshop Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam bentuk
Workshop Training of Trainers ( TOT ) dengan tema * Kebijakan Daerah dan
Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha ( KPBU ) *.

Sehubungan hal di atas, kctentua,n teknis tentang waktu, tempat,

" materi dan 1a.’nn hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjanjian kerjasama.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama
Saudara disampaikan terimakasih,

Ll

SEKRETAR

NIP. 1?101{:1 199003 1 002

disampaikan kepada Yth. :
1, Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;

2, Arsip.

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT UNDANGAN dan BALASAN
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9 YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

Y UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANDG (PP S0M-LIEM)
: Sekretanat I Soakamo Hana Tlogosan 50106 Telp (024) 6702 85¢
USM Webisie  www usm ac id emall  diklal usmigigmail eom

Nomor : 019/PPSDM.USM/SB.WK/VI/2026 Semarang, 3 Junl 2026
Lamp
Hal i Persetujuan Fasilitasi Penyelenggaraan

Warkshop Training of Trainers (ToT)
DPRD Kabupaten Kendal

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat darl  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Kendal  Nomor
000.9.4/0265/Set.DPRD, tanggal 3 Juni 2026 perihal Penunjukan Kegiatan Workshop, Maka
bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) menyetujui penyelenggaraan
kegiatan Workshep Training of Trainers (ToT) DPRD Kabupaten Kendal dengan tema
"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)", yang akan diaksanakan pada :

Hari ! Jum'at s.d. Minggu
Tanggal : 19 5.d. 21 Juni 2026
Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.

3l. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitasi Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) DPRD
Kabupaten Kendal, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat
Undangan dan jadwal sebagaimana terlampir.

0a Harian PPSDM- USM

\ ~Edi Purnomo, 5.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

Tembusan:

1. Fektor Universias Semarang,

7, Ketua DPRO Kabupaten Kendal;

3. A
s FaAUL TAS MUFELA Proagen BT imu Homam o FAN TAS FRIKSLOG] - Prigd 51 Pulkesg
s AR PG ST Pregph Dl Marammen Peiusanann, S5 Aetaporen 51 it ¢ TARLTAE TEAFDS O INFORMAEL D0 KORILT RS
o FREUUTRL TERUE o S Teerss Ll L1 Telnm Ehedin, 57 Papncanain Wiagah dan ol Prrigu bl S Informasl. 51 Tekr mitamaiia’ Progd 51 il sk
w PR ELL TRS TERNDLEAG! PERTARNAK  Progd B Tesncieg! Hitsl Petaman = FHUAIHAM PREACA SaP ana

Mlaggtstar Manaeman Slagsmar mi Husum, Magsler P nog




«“  YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORDO

% UNIVERSITAS SEMARANG

ey g’ PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-LISM)

B Sokretanal JI Spekarno Hatia Tiogosan 50196 Telp (074) 6702757

Usm Websile  waww usm ac id emall | diklal usmii gl com

Nomor : 019/PPSDM.USM/UDG.WK/V1/2026 Semarang, 4 Juni 2026
Lamp : -

Hal  : Undangan Workshop Training of Trainers (ToT)

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kabupaten Kendal
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nemor 12 'lahun 2017 'lentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor & Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk menjadi
peserta dalam kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT) dengan tema “Kebijakan
Dzerah dan Strategi Kebifakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dzn
Badan Usaha (KPBU)™ yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jum’at s.d. Minggu

Tanggal 1 19.5.d. 21 Juni 2026

Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.
JI. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi  : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bank BNI :
1239760043 atas pama UNIVERSITAS SEMARANG.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat,
Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan
Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
sampalkan terima kasih.

i

gﬁgétﬂﬁééia

a kT Harian PESDM- USM
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Tembusan: ~ NST 139722n18
1. Rektor Universias Semalang; ————
2 Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal:
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JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USKM)

Sekretariat - J| Soekarno Haits Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757
Website - www usm ac.id email | dikdat usmigZgmall com

Jadwal Kegiatan Workshop Training of Trainers (ToT)
) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
“Kebijakan Daeral dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU)”
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang [ima Semarang_ 19 s.d 21 Jum 2026
Tanggal Wakta Kererangan, Mareri & Narasumber JP Tujnan Pembelajaran
- 13001800 | Check m dan regitras: paseria
et —
15 Todi 2095 [Loop— 1950 Makam Matam
1936 - 2000 | Pembukaan ;
1.Sambutsn Rektor Universitas Semarang.
1.5ambutan Kepala BPSDMD Prov.
Jateng
3.Sambutin Ketua DPRD Kab. Kendal
| _ dan sekalizus membuka acara.
20000 -2200 | Materil: Peserta mampu memaham: dan mengmtegrasican
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1. Dr. Mubammad Junaidi, S.H.1, M.H. : Ketus PPSDIA Universitas Semarang
Tirm Pelakians:

« Trm Manitoring dan Evaluasi BPSOMED Proving lawa Tengah

- Betus : Edi Purnoma, S.E, MM, Akt

« Wakil Ketua < Budi Suryante, 5.H, MH,
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« Anggota 11, AgusSutopo, SE
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Meoll)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT PPRD KABUPATEN KENDAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP TRAINING of TRAINERS (ToT)
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KENDAL
Nomor SETWAN ; 000.9.4/021 Ta/Set. DPRD
Nomor USM : MIYWPPSDM.USM/MOU. WK/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR HARYONO, 5.50s
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekamo - Hatta No. 218 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Sckretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjumya
dischut PTHAK KESATU,

Mama D SUPARL 8.1, MLT.
Jahatan : Rektor Universitas Semarung
Alamat : Jalan Sockarno Hatta, Tlogosarl, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjumnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secarn bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan don mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK
perlu membentuk Kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) bagi
Pimpingn dan Anggotn DPRD Kibupaten Kendal, dengan saling menghormati dan menghargai
sertn menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada musyarakat, bangsa, dan negam
dengan berlanduskan Persturan Perundang-undongan, sebagni berikut :

1. Undang-Undung Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,



2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Duerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lemberan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Peneiapan Peraturan Pemerintah
Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4] Tambahan
Lembaran Negam Republik IndonesiaNomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwikilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Perawran Pémerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daernh;

5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,

6. Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Pemerintah No. | Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggots
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kubupaten/Kots;

10. Permendagri No, 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Apggaran 2026,

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan
kerjasama penyelenggaraan Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kendal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Fasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjusama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop Training of Trainers
(ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk memenuhi
kebuluhan dan/atay memperoleh manfhat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,
dun untuk lebih meningkatkin hubungan kelembugaan antans kedus belah pihak, serta untuk



meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kendal serta
sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakal.

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop Traming of Trainers (ToT) akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at s.d, Minggu
Tanggal :195.d. 21 Juni 2026
Tempat : Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang.
JI. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah,
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

. PIHAK KESATU berhak menerimia dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek
pembelajaran Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten. Kendal,

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain ;

a. Menyiapkan Pesertn Workshop Training of Trainers (ToT) bagi Pimpinan, dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal,

b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit,
dan sertifikat;

¢. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop Training of
Trainers (ToT) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada
PIHAK KEDUA selaku penyeolenggara;

d Menandatangani sertifikar

¢. Memberikan datn, informasi dan keterangan-keterangan yang diperiukan PFIHAK
KEDUA selama dalam rusng lingkup kegintan Workshop Training of Trainers
{TaT).

3. Huk dan Kewajiban PIHAK KEDLUA antara lain :
o Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop Training of
Trainers (ToT) dari Pimpinan don Anggota DPRD Kabupaten Kendal schesar
Rp.6.000.000,+ (enam juts rupinh) per-peserti.



b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Training
of Traimers (ToT) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari
Sckretariat DPRD Kabupaten Kendal.
¢. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop Training of
Trainers (ToT) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusis Daerah
(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaraan, bahan ajar,
seminar ki, menvediaksan akomodasi, konswnsi, serta menerbitkan dan
menandatangani sertifikat,
d. Wajit melakukan evaluasi dan menyampaikan lapormn pelaksanaan Workshop
Training of Trainers (ToT) kepada Badun Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dacrali (BPSDMD}) Provinsi Jawa Tengah.
e. Wajib memberikan  pertanggungiswaban  kontrak  Lumsum  dilakukan
berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaun yang disepakati, bukan berdasarkan
rincian biaya actual berupa :
= Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir
narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengsh.

- Kwitansi Pembayaran per-peserta.

- Sertifikac

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harmus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop
Traming of Trainers (ToT) DPRD Kabupaten Kendal melalut nomor rekening Bank BNI :
1239760043 atus namas UNIVERSITAS SEMARANG.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam
perjanjian kerja tersendiri,

(1) Semua lampiran-lampiran, perjanjinn-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat
schubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian don satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari PERIJANIIAN ini.

(2) PERJANJAN inl distur dan wnduk sepenuhnyn pada hukum dan ketentuan perundang-
undungan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



{3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti danatau dimodifikasi kecuali dengan
Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dun
ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.

(4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan
dialibkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulia terlebih dahulu dani pihak
lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK. diusahakan disclesaikan dengan
musyawarah antara kedus belah piliak

(2) Apabila musyaswarsh tidak menyelesaikan masalah, penyclesaian dilakukan di
Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasul 7
KETENTUAN PENUTUP
(1) Perjanjian Kerjnsama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000.- masing-
masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. | (satu) rangkap
untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) moghkap untuk PIHAK KEDUA.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibunt dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada
paksaan dari pihak manapun dan oleh karena in mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
' REKTQ YERSITAS SEMARANG (LISM)




(3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan
Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.

(4) PERJANJIAN ini atau sctiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan
dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulia terlebih dahulu dari pihak
lamnnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan
musyawarah antara kedua belah pihak

(2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di
Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP
(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp.10.000,- masing-
masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. | (satu) rangkap
untuk PIHAK KESATU dan | (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA,
2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada
paksaan dari pithak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belsh pihak.

PIHAK KESATU
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KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)™
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DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadann dalam Kerjasama Pemerintah
dun Badan Usaha (KPBUY™ .
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 sd 21 Juni 2026

Hari / Tanggal - Jum'at 19 Juni 2026

Agenda ‘= Check in & registrasi peserta
- Pembukaan :
Materi 1 - “Pelayanan Publik: Standar pelayanan minimal (SPM), inovasi daerah, dan transparanst
tata kelola pemerintahan”.
NO . NAMA . JABATAN | TANDATANGAN |
il B ———
1| MAHFUD SODIQ, S Pd Ketua DPRD

[ 3% ]

BAGUS BIMO ALIT, S M

Wakal Ketua DPRD

|
TEGUH SANTOSA, S H

fad

Wakil Ketun DPRD

4 | H MUHAMMAD MAKMUN, S H.L

—_— ———

Anggota DPRD 44— ——

§ | RIZKIOKTAVIANTL S Pd.

Angpota DFRD

6 | RONI SULISTIYANTO, S.E

Angpota DPRD

7 | DIAN ALFAT MUCHAMMAD
.i, —
8 | KHASANUDIN, § Sy

Angpola DPRD

Anggota DPRD

9 M NURUL MU

10 | Hy. NIKEN LARASATL S.E

Angpota DIFRD 9

Anggrota DPRD 10 {

—




NO . -
S NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
n |oc
QUMARUDDIN ABBAS Anggota DPRD | 11 (;g
I_‘_-_‘_'_'"_'_‘———-- J
12 lw
WINDARTO Anggota DPRD | 12 ﬁ
T —— —
13 |F /¢ -
ATHUR RAHMAN, S Pd.I Anggota DPRD | 13
14 | BAMBANG SUMARNO Anggota DPRD | 14 y 3-.:#’_"/ 1
o 7
15 | MORA SANDHY PURWANDONO, SE. MM. | A W |
, SE, nggota DPRD | 1 /,-6"
! - b
16 | DEDY ASHARI STYAWAN. $.Kom. Anggota DPRD Igdkﬁ
- - W&
H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H,, '
7 (Feee Anggota DPRQA1T__— ;-
18 | H. TARDL S.P. Anggota DPRD | 18 “\‘—n
19 | H. SUPRIYADI, S.H, M.H. Anggota DPRD | 19 /Qf/-—"
s
-
20 | dr. TITIK WAHYUNINGSIH Anggota DPRD | 20 m
21 | M SAEFUDIN,S.T. Anggota DPRD | 21 %
22 | H. MUNAWIR, S.Sos. Anggota DPRD 1/
a_0n
23 | WIWIT WIDAYATL S H Anggota DPRD | 23
24 | MUHAMMAD IQBAL ADILA, SH, Anggota DPRD | 24
" |
25 | PARAMITA ATIKA PUTRI, SE, MM. Anggota DPRD | 25
26 | H. TR1 PURNOMO, 5. Sos. Anggota D 26




]' — - — — — —
NOo NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
i f‘"‘ —: ] — Y
27 | SISCA MERITANIA, § ,52;_
il SISCA MERITANIA, SH. Anggota DPRD. | 55 B
——
3 | H. ANURROCHIM, S.1P., MM. Anggota DPRD | 28 /
% /""I "
29 | RIZKY ARITONANG, S.H, Anggota D 29
"‘—'—-—...._. ; i
30 | Hj. NUR ROSIDAH, S E. Anggota DPRD | 30
]
I
31 | HEGAR SAPUTRA Anggota DPRD | 31
32 | H M. SARIF HIDAYATULLAH, $ H., MKn. Anggoia DPRD | 32
]
33 | H. SLJARNO, S E, Anggota DPRD |33 -
34 | M MUKHLISIN, S.T. Anggota DPFRD | 34 / W |
35 | H MUHAMMAD ARKHAM, $.T. Anggota Dpnrtb%
36 | NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S E, Anggota DPRD | 36
37 | H HELMI ASHBARA, ST, Anggota DPRD
‘1 H
38 | MASRIFAH AFNA, SM. Anggota DPRD | 38 ;
T
39 | H. SYUKRI FAUZI Anggota DPRD
40 | IRWAN SUBIYANTORO Anggota DPRD
41 | ABDUL SYUKUR, S.Ag Anggota DPRD
32 | H RUBIYANTO,ST. Anggota DPRIT
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| NO | NAMA JABATAN

3 DWI MARGO UTOMO. S E Anggota DIPRD
. .
44 Ilu SULISTIYO ARI BOWO, S Hut Angeota DPRD
e
45 | SUKRON, SPd1 Angpota DPRD
AR A S S |
= = & 1 i

48 | H IHWAN. SPd [ Anpgota

49 | H MUHAMMAD ARIF ABIDIN Anggota DPRD ﬂé/

50 | NANIK SUSANTI, SM. Anggota DPRD | 50 /VM’
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DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Dacruh dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha (KPBL)”
Hotel Horison Uluma Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d 21 Jum 2026

Han / Tanggal  : Sabt, 20 Juni 2026

Materi 2 . Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijukan Pemenntah dengan Badan Usaha)
» | NO _NA MA JABATAN TANDA TI\Q\N ‘
I | MAHFUD SODIQ, S Pd | Ketua DPRD 4_——\]-‘ (e
L ] . I J |
2 | BAGUS BIMO ALIT, SM. Wakil Ketua DPRD | 2 ‘
ii —_— .--_ - . |
3 | TEGUH SANTOSA, $ H Wakil Ketua DPRD 3/2’ |
|
| 4 | H MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I Anggota DPRD 4-4-—-'”%-:-.
| 5 | RIZKIOKTAVIANTI, S.Pd Anggota DPRD s\jﬁ-p«.
‘I! [_ - P . ——a |
| 6 | RONISULISTIYANTO, S.E Anggota DPRD
I. — _— — — —_ S — - R BN ——
7 | DIAN ALFAT MUCHAMMAD Anggota DPRD
| 8 | KHASANUDIN, § Sy Anggota DPRD | 8 /@‘f@)\
- B N S -
‘ i) M NURLIL MUIIR Anggota DPRD

| 10 | 1) NIKEN LARASATI, S E. Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
e = o — 1
1| QOMARUDDIN ABBAS Anggots DPRD | 11
12 | WINDARTO Anggota DPRD | 12
e — Fi
13 | FATHUR RAHMAN, S Pd1 Anggota DPRD | 13 %
v
14 | BAMBANG SUMARNO Anggota DPRD I‘W
IS | MORA SANDHY PURWANDONO, SE, MM | Anggota DPRD W’
= - {
16 | DEDY ASHARI STYAWAN, $.Kom, Anggota DPRD !Oﬁ
H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H., -
A Y Anggota DPRD ‘l__.—li'_? >
—
18 | H. TARDI, SP. Anggota DPRD | 18 W
19 | H. SUPRIYADI, S H, M H. Anggota DPRD
20 | dr. TITIK WAHYUNINGSIH Anggota DPRD
21 | M. SAEFUDIN, S.T. Anggota DPRD
22 | H. MUNAWIR. § Sos. Anggota DPRD
23 | WIWIT WIDAYATI, S H. Anggota DPRD
24 | MUHAMMAD IQBAL ADILA, S H. Anggota DPRD
-
35 | PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E, MM Anggota DPRD | 25
26 | M TRI PURNOMO, §.80s, Anggota um{ 2% :
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NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

|
27 | SISCA MERITANIA, § 1 Anggota DPRD | 5 % |
28 | H ANURROCHIM, S1P.. MM, Anggota DPRD | 28
29 | RIZKY ARITONANG. S.H. Anggetd DPRD W
30 | Hj. NUR ROSIDALL S.E. Anggota DPRD | 30
31 | HEGAR SAPUTRA Anggota DPRD | 31
! =
32 | H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.1.. M Kn. Anggota DPRD | 32 /Bx,
%\'“'\\ i
33 | H. SUJARNO, S E. Anggota DPRD \D\-/—
=
34 | H MUKHLISIN.S.T. Anggota DPRD | 34 / ({‘ '
|
35 | H MUHAMMAD ARKHAM, S.T. Anggota n?n;%:iﬁ;.d&:{?
36 | NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S.E. Anggota DPRD | 36 n 7%
37 | H.HELMI ASHBARA, §.T Anggota I}PRDC%
38 | MASRIFAH AFNA, M. Anggota DPRD | 38 lL{
= 7
)
39 | H.SYUKRIFAUZI Anggota DPRD | 39 W s
40 | IRWAN SUBIYANTORO Anggota DPRD | 40 =
L. i |
41 | ABDUL SYUKUR, S Ag. Anggota DPRD
42 | 1 RUBIYANTO,S.T, Anggota DPRD
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44

45
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o

JABATAN TANDA TANGAN

W MARGO UTOMO, SE

|
| —
Angpota DPRD |

L

H. SULISTIYO ART BOWO, S Hut,

Anggota DPRD

SUKRON, 5 Pd |

427 '
Anggota DPRD ;@ |
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ool e 17 i |

48

H. IHWAN, S Pdl,

Angpota DP,J-;IH_EB-—-L

49

50
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Anggota DPRD

NANIK SUSANTI, S M.

Anggota DPRD
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DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Penpadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU)"
Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d 21 Juni 2026

Han [/ Tanggal - Sabiu, 20 Jum 2026

Materi 3 : Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Duerah,
y MO | NAMA | JABATAN | TANDA ANGAN
-I I | MAHFUD SODIQ, S Bd 1, Ketua DPRD ‘
2 | BAGUS BIMO ALIT, S M. Wakil Ketun DPRD
3| TEGUH SANTOSA, S.H. ll \:-“uki! Ketua DPRD
I_4 H MUHAMMAD MAKMUN, $.11.1 Anggota DPRD  +4— ———
| 5 HIKKI(]K'I'&\;&N';S: - Anggota DFRD & @%‘—L_ﬁ
il 6 | RONI SULISTIYANTO, S E. ﬂ.ngg;u DPRD 5\}]1 |
__? _-m:q AI.FP-.T MUCHAMMAD Anggota DPRD m——_——
8 | KHASANUDIN, 8.8y, Anggota DPRD _
_u M. NURUL MUJIB nn;ﬂm DPRD
I ] | ;.MKIENJ&EE_ATLS.E. Anggota DPRD




:u_ o NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN
11 | QOMARUDDIN ABBAS Angaota DPRD
12 wmunﬂ_m Angpota DPRD
i3 | FATHUR RAHMAN. S.Pd.L. Angg_ut-a DPRD
14 | BAMBANG SUM;-MD :nggm_n DPRD
_ I5 | MORA SANDHY PURWANDONO, SE, MM. | Anggota DPRD
16 | DEDY ;51{;«31 s‘ﬁnwam_ ;S_K_um. N -ﬁ;ggnt'n DPRD
- :1 mun- TOMMY FADLUROHMAN, S.H., Anigot DPRD 4
18 | H TARDI, SP. Anggota DPRD
19 |1, SUPRIYADL, SH, MH. Anggut-a DPRD
20 | dr. TITIK WAHYUNINGSIH Anggota DPRD
21 | M. SAEFUDIN, S.T. Anggota DPRD
22 | H. MUNAWIR, S Sos. Anggota DPRD
23 | WIWIT WIDAYATI, S.1L Anggota TJPRD: |
_za MUHAMMAD IQBAL ADILA, $ H. Anggota DPRD | 2
35 | PARAMITA ATIKA PUTRL $E . MM. Anggota DERD | 25 /&% [
g - ; —
26 | H. TRI PLIRNOMO, §.Sos. Anggota DPRDY +36




E‘l

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

27 | SISCA MERITANIA. SH. Anpgola DERD

28 | H, ANURROCHIM. S1P, MM. Anggota DPRD | 28 /

G - — ; '
29 | RIZKY ARITONANG, S H, Anggw 29

4

30 | Hj. NUR ROSIDAH, S.E. Anggota DPRD | 30

31 | HEGAR SAPUTRA Anggota DPRD | 31 /)ﬁ

\
32 H M SARIF HIDAYATULLAH, §. H., MKn, Anggota DPRD | 32 /&%
|

%

S
33 | H. SUJARNO, S.E. Anggota DPRD \13\ /-#— <
34 | H MUKHLISIN, S.T. Angeota DPRD | 34 /W

35 | H MUHAMMAD ARKHAM. S.T. Anggota DR MM@,
g i |

36 | NAJMAH RIAJANI GARNIERA, S E, Anggoia DPRD
. ad 4P {
37 | H HELMI ASHBARA, 8T, Anggota DPRD
38 | MASRIFAH AFNA, SM. Anggota DPRD | 38 \
-t
\
39 |1 SYUKRI FAUZI Anggota DPRD | 39 A— '
40 | IRWAN SUBIY ANTORO Anggota DPRD | 40 \d
41 | ABDUL SYUKUR, S.Ap. Angiota DPRD | 41,77 -

42 | H. RUBIYANTO, 5.T. Angpola IJP'IE]{: v




NAMA

JABATAN

DWI MARGO UTOMO, SE.

Angpota DPRD

TANDA TANGAN

H. SULISTIYO ARI BOWO, 8. Hut.

Angeota DPRD

SUKRON, SPd L

Angpota DPRD

e 1 e T 1 e P 1 5 s e —— oty

e mbeatealn = Ay
48 | I IHWAN, S Pd 1 Anggota DPRB-
49 | I MUHAMMAD ARIF ABIDIN Anggota DPRD

MANIK SUSANTI, S M.

Angpota DPRD
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DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBLU)™
Hotel Honison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 s.d. 21 Jum 2026

Hari / Tanggal © Sabtu, 20 Jum 2026

Materi 4 - FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strateq
Kehijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Agenda ¢ = Penutupan

NO | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | MAHFUD SODIQ, $ Pd.1. Ketua DPRD L_-',—W
7 | BAGUS BIMO ALIT, SM. Wakil Ketua DPRD | 2 1}%7
. A b
3 | TEGUH SANTOSA, S.H. Wakil Ketua DPRD | 3
4 | H MUHAMMAD MAKMUN, S H.I Anggota DPRD =% ——=—
5 | RIZKI OKTAVIANTIL, S Pd. Anggota DPRD
6 | RONISULISTIYANTO, SE. Anggota DPRD
1
7 | DIAN ALFAT MUCHAMMAD Angpota DPRD
8 | KHASANUDIN, S.Sy. Anggota DPRD
—
9 | M. NURLIL MUJTR Anggota DPRD
10 | Hj. NIKEN LARASATI, S.F Angeota DPRD




-

—_— -

Anggota DPRD C

NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11 | QOMARUDDIN ABBAS Anggota upan— | % :
12 | WINDARTO Anggota DPRD
I3 | FATHUR RAHMAN, S Pd.L Anggota DPRD
14 | BAMBANG SUMARNO Anggota DPRD
15 | MORA SANDHY PURWANDONO, SE,MM. | Anggota DPRD
16 | DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom. Anggota DPRD
{7 L:_mun. TOMMY FADLUROHMAN, S H. Anggota DERD
18 | H. TARDL SP. Anggota DPRD
19 | H. SUPRIYADL SH.MH Anggota DPRD
20 | dr. TITIK WAHYUNINGSIH Anggota DPRD
21 | M SAEFUDIN, ST, Anggota DPRD
22 | H MUNAWIR, § Sos Anggota DPRD
23 | WIWIT wmmmﬂ._s_u. Anggota DPRD
24 | MUHAMMAD IQBAL ADILA, 5.1 Anggota DPRD
25 | PARAMITA ATIKA PUTRI, S E, MM, Anggota DPRD | 25
—d =4
26 | H.TRI PURNOMO, S Sos 6




| No NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
| o
27 | SISCA MERITANIA, S H. | Anggota DERD | - :
e e Y l - h.-‘
28 | H ANURROCHIM. S1P. MM Angzota DPRD | 28 / |
29 | RIZKY ARITONANG, S H. Anggota D /%’/
|
30 | Hj. NUR ROSIDAH, SE. Anggota DPRD Lzﬂ l | |
— L1 1
f E] =
31 | HEGAR SAPUTRA Anggota DPRD | 31
|I |1
32 | H. M SARIF HIDAYATULLAH. SH., MKn. Anggota DPRD | 32 @K
. !
e L
33 | H. SUJARNO,SE. Angzota DPRD -
—
34 | H MUKHLISIN, S T. Anggota DPRD | 34 / VI/ A
o |
35 | H MUHAMMAD ARKHAM, S$.T. Anggota I}FRE: )'
2 - A !
36 | NAJMAH RIAJANI GARNIERA, SE Angzota DPRD | 36 w M
317 | H HELMI ASHBARA ST Anggota DPRD S&
38 | MASRIFAH AFNA, SM. Anggota DPRD | 38 F
v
.
39 | H SYUKRIFAUZI Anggota DPRD | 39 /4,
40 | IRWAN SUBIYANTORO Anggota DPRD .4ﬂ\$,/
3
41 | ABDUL SYUKUR, S Ag. Anggota DPRD 4//
7 =5
42 | H. RUBIYANTO, ST Anggota DPRE-T32 -~




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
43 | DWI MARGO UTOMO, S.E Angeota DPRD
44 | M SULISTIYO ARl BOWO, 8 Hut. Anggota DPRD
45 | SUKRON, S Pd 1 Anggota DPRD
P o L EFa
| SRR YA Tt W'ﬂr Lo
A R Angpotr PR —
- 'E“L e =
48 | 1 IHWAN, S Pd Anggota DPREY !
| =N c .l
49 |1 MUHAMMAD ARIF ABIDIN Anggota DPRD | 49 (7
| g
50 | NANIK SUSANTI SM. Anggota DPRD | 50 /‘\Jw_

ST, 13922018



% YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

.ll‘l“..'
;' UNIVERSITAS SEMARANG
F.l.}'
3.‘_%_?:: - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSDM-USM)
USM Gekretanat J1 Soskamo Hatla Tlogosan 50196 Telp (024) 6702757

Wiebsile. waw usm ac id email | diklat usmizgmall com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kah. Kendal

KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“Kehijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPEU)"
Hotel Horison Ulima Sentratand Simpanp Lima Semarang, 19 5.d 2] Juni 2026

Har / Tanggal : Minggu, 21 Juni 2026
Apenda i = Penyelesatan Adwymstras) dan Penverahan Sertifikat
- Check Out Hotel

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| MAHFUD SODIQ, S.Pd1 Kewa DPRD ||
b — .H ‘I;
A,
2 | BAGUS BIMO ALIT, S:M. Wakil Ketua DPRD | 2
3 | TEGUH SANTOSA, S.H. Wakil Ketua DPRD wj
| . il
4 | 1 MUHAMMAD MAKMUN, $.H.1. Anggota DPRD =  ————
1 I
5 | RIZKI OKTAVIANTL 8.Pd. Anggota DPRD {ﬂ%’
o - ‘ ¥
6 | RONISULISTIYANTO, S.E. AnggotaDPRD | T S
7,
7 | DIAN ALFAT MUCHAMMAD Anggota DPFRD | 7
|\. o
§ | KHASANUDIN, 5 5y. Angpota DPRD | B (?H X
I ; =i o= = B )
9 | M. NURUL MUJIB Anggota DPRD “W
_ A
. il
10 | Hj. NIKEN LARASATL S E. AnggotaDPRD |10 | l )

| N !



| NAMA JABATAN TANDA TANGAN
i —— —— o — ?._’-?__
| QOMARUDDIN ABBAS Anggota DPRD | 11 (ﬁ/
—l_ | il 4
| 12 | WINDARTO Angpita DPRD | 12
13 FATHUR RAMMAN. S Pd | Angpota DPRD | i3
= 'i 1
|14 | BAMBANG SUMARNG Anggota DPRD I%x
= - | i
15 | MORA SANDHY PURWANDONO, SE, MM. | Anpeota DPRD ji/ﬁ'(ﬁ:’
N - i i
16 | DEDY ASHARI STYAWAN, S Kom Anggota DERD 1/_\\;( /
i — T 1
7 |1|r;|1 ::u:n FOMMY FADLUROHMAN, S H., F— DPR”{“_"H:HFRH;-
e J
18 | 1L TARDL S P Anggota DPRD | 18 ‘w\- "
_ | |
19 | H SUPRIYADL S, MH Angeota DPRD:
20) | dr TITIK WAHYUNINGSIH Angpota DPRD
21 | M SAEFUDIN,S.T, Angeota DPRD
22 | H MUNAWIR, § Sos. Anggota DPRD
] =
25| WIWIT WIDAYATIL, S H Anggota DPRD
24 | MUHAMMAD IQBAL ADILA, S.H. Anggota DPRD
15 | PARAMITA ATIKA PUTRL SE, MM Anggota DPRD
) : P ,} E
26 M, TRI PURNOMEY, S Sas, Anguctla DFRD |26 _—
L1 =




27

NAMA

JABATAN

SISCA MERITANIA, S H

Angoeota DPRDE

TANDA TANGAN

|

H ANURROCHIM, S1P, MM

RIZKY ARITONANG, S H.

Anggota DPRDD /

/</—/

N

Hj. NUR ROSIDAH, S E Anggota DPRD
|
HEGAR SAPUTRA Anggota DFRD /}'ﬁ
|' \
32| M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., MKn Anggota DPRD \'

i g
Anggota DPRDU

Anggota w

33 M SUJARNOLS E
3| H MUKHLISIN, ST, _ Anggota DPRD | 34 /W
35 | H MUHAMMAD ARKHAM, 8.1 Anggota [‘.'FR\'éMH |
36 | NAIMAH RIAJANT GARNIERA, S E, Anggota DPRD | 3 |
37 |'H. |'||7.];v1; ;51 [BARA, 8T Anggota DPRD-

:a MASRIFAH AFNA, SM. Anggota DFRD
39 | HSYUKRIFALZI Anggota DPFRD
40 | IRWAN sm;lmm'm‘r{m Anggota DPRD
41 | ABDUL SYUKUR, S Ag Angeota DPRD

_-;3 I RUBIYANTO, ST 2




43 1

NAMA

IWIEMARGO UTOMO, S ¢

Angeota DPRD

JABATAN ‘ TANDA TANGAN ‘

_‘ .
4 | HSULISTIYO ARl BOWO, § Hut Anggota DPRD |
——— e — - L — e — —
| . I
45 | SUKRON, S pd 1 Anggota DPRL |45
] ]
‘*EW.?-F::‘:L, I f!.n_t:[rﬂmmf:}_' ek
i} t
48 |H_ IMTWAN, S PdL Anggota =
i |
49 | H MUHAMMAD ARIF ABIDIN Anguota DPRD | 49 /
== - ! I"--—Iﬁ;
S0 | NANIK SUSANTI, §M. Anggota DPRD | 30 /}-ﬂ.-

\ »
S Edi Purnomo, S.E., MM, Akt
: NST 13922018




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASANRLUMNIUNIVERSIT®S DIPONEGORO

i, UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretarial | JI Soekarno Hatta Tiogosarl 50196 Telp (024) 6702757
WWebsite  www usm ac id email - dikiat usmZgmail com

DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL
hEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN KENDAL

“hehijakan Duerab dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBLU)™

Haotel Honson Ultima Sentraland Sompang Luma Semarang, 1% <d. 21 Jum 2026

TANDA TANGAN

Jum’at, 1 Sabitu, Sabin, Sabtu, [ Mg,
) NAMA | 19 Juni 2026 ; 20 Juni 2026 20 Juni 2026 20 Jum 2025 21 Jana 20026

Cheek Ino & Registroas, Peryeleiaian Admimstrasi
Pembuksan-laien | Alaty Matert 3 Materr:d dan Penumpan & Chieck Ouwr

. | o : 7) | A __
| [/ L 2

ARIE MUSBICHIN

4| ’_%w Wﬁ_’:“ l

o

LA




YAYASANRRLUMNI UNIVERSIT®S DIPONEGORO

(®:  UNIVERSITAS SEMARANG

: "ol £ PUSAT FENGEMB&HG#H SUMBER DAYA MANUSIA UNWE_RSITAS SEM&RANG (PPSDM-USM)
Sekretanat | JI. Soekamo Hatta Tlogosan 50196 Telp (024, 6702757
Website - www usm ac id email - dikiat usm@gmail cor

I R —

~ TANDA TANGAN ————— =

| Tum'at, Sabitn, Sabtu, Sabr, Mingeu,
NO NAMA L 19 Jumi 2036 20 Jumi 2026 | 20 Jumi 2026 | 20 Jum 2026 _ 20 Jum 2026
| Clicek In & Regstrast, Penyelesaian Adminstras

o Check Out

Pembukann. Mater | Muteri 3 Klarer 1

[;'\

.tf' . T'\/Urcﬁn. A._(;' -

- Retnowules \catorina

| ds R
NEE=2 e

b | KBV ot o
1K fople
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=
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YAYASANGNLUMNI UNIVERSIT®S DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

u B'_M Sekretariat  JI Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
WWebhsile - www usm ac id email | diklat usmi@amail com
- TANDATANGAN =
Jum’a, ' Sabm, Sab, Sabiu Mainzg,
A NANA 1A Jum 2026 20 Jum 2026 200 Jumi 2026 20 Juni: 2020 21 Jumi 2026

4 ’“5’ i dpyonde
15| [lhewenty -

(b

W Lj,rfﬁ_,‘ {)f/uydr-:ﬂ_,, .

1?1 £ o pr I’"'I 70

3.1 A i (}-W&W

L B
fis 2

Chieck In & Rewrstiis,

I'r-mh;.l-_ﬂanﬁ‘l‘ﬂh:n | Mlaten 2

Mlager 3 Maren 4 dan Penutgpan

/,-

. & Check Owm

1
[
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YAYASANALUMNI UNIVERSIT®S DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMEANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretanat : JI Soekamo Hatta Tlogosan 50196 Telp (024) 6702757
Website  www usm ac id email - diklat ysm@Egmail com

)

NAMA

TANDA TANGAN

T at, Sabtil, ' Sabtu, Sabm
|19 Juni 2026

Check In & Regiitras,
Pembukaan, Mareri 1| Materi 2

20 Jumg 2026

20 Jure 2076

Maten 3 Maten & dan Penutupan

Mingeu,

21 Jum 2626

Pénvddesaran Admimisas

& Check Ohn

i

-

JEdrPurngmo, S.E., ML, AKL

Wy

S UNKLL 13922018
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Absensi Tamu Undangan



{ YAYASANSLUMNI UNIVERSITM3 DIPONEGORDO

i UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)

USM Sskretanat - Jl Soekarmo Hata Titgosan 50198 Telp (024) 6702757
Website - www us™ 32 id smail - divist usm Egmail.com

M)

WY

.D'H‘f{ur \J;;,;m P _ /_—//-’ | ; /.,'

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
OFD RAB. KENDAL

KREGIATAN WORKSHOP
DPFRIV KABLPATEN KENDAL

“hebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintab dan Badan Usaha (KPBL )™

Hotel Hortson Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, 19 «d 21 Juni 2025

TANDA TANGAN

Jumist Sabitu. Sabrm, Sabau Vhsgeu,
SAMA  19)um2026 | 20 Jum 2026 20 Jumi 2026 20 Jini 2026 21 Juni 2026
Check n & Regstran, I T - | Pemvelsiaan Admunisas
Pembukasn Maten | Saten 2 Maren 3 Nidsri - dai Pttt & Check O

LE*

| ACUI p‘" '»Cﬂ"rir

(5 - unldaedhn A@AQ’; | ;&%% ﬁ@ $% Af")’_"ﬁq_

t./’.).-‘[-ﬁ ) 1\__,._31'5'-'-":{.9 —_ - /"e =

llr f
l Wi,



YAYASAN® LUMNI UNIVERSITA DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

L _": PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
USM Sekretanat : JI, Soekamo Hatla Tlogosari 50196 Telp, (024) 6702757
Website | wew usm acid emall - diklat usm@gr‘na:l cam
- ] ) B FANDA TANGAN L

[ Jam Sabtu, b, Sabru Mg,
N NAMA o 19nmi22e | 20 Juni2026 | 20 Juni 226 g 20 Juni 2026 21 un; 2026

[ Cheek In e Rewistras), Penyelosran Adminisras

Pernbibann Naten | Mutert 2 Miteri 3 Materi 4 dan Penurupan & Check Ot
s - | / —
é} b . k_l;‘.l\ |:|- i Jll' [ ‘Tf. e
A f f C"'? ] A th
; e - /19 f
/ -

T - s
W, o e

. - g = - '.-"" -~

SEdi Purmeiio, S.E., MM Akt
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jafan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263 Telepon 7473086, Faksimile 7473701
Laman : http./¥ bpsdmd jatengorov go.id Surat Elekironik - bpsdmd@iatengprov go.id

Semarang, 22 Juni 2026

Nomor - B/800. 2.4 6/725/2026

Sifat ~Biasa

Lampiran - 1{satu) Dokumen

Hal - Haslil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Kendal Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor & tahun 2024 tentang
QOrientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggeta DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu = 3.5
dari skala 4 0

Berdasarkan hasil evaluas! penyelenggaraan pendalaman tugas bag! anggoia
DPRD Kabupaten Kendal dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh
PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG di Hotel Horison Ultima Sentraland Simpang
Lima Jalan Ki Mangunsarkorc No.36 Kota Semarang, mulai tanggal 19 sampai
dengan 21 Juni 2026, dari pagi, siang hingga matam harn mulai pukul 08.00 s/d 22 00
WIB

2. Capalan sasaran muiu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kabupaten Kendal, dalam kategon Cukup Memuaskan, dan Dibawah farget
capalan sasaran muly, dengan rincian sebagai berikut:

Digkurnen ini felah difandatangani secara elekironik menggunakan serifikat elekironik
vang diterbilkan oleh Balai Besar Sedifikas Elekromk (BSrE), Badan Siber dap Sandi Hegars (BSSH|



CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK : ) :
CN KRITERIA CM | KRITERIA
1 | Program 75.00 Cukup Memuaskan | 3,00 DBCM
2 | Layanan Administrasi | 75,00 Cukup Memuaskan | 3.00 DBCM
3 | Fasilitas Penunjang 7500 | Cukup Memuaskan | 3.00 DBCM
Rata-rata........ 75,00 Cukup Memuaskan | 3,00 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bag anggota DPRD Kabupaten Kendal

berjalan dengan tertib dan lancar.

4  Hasil

evaluasi penyelenggaraan pendalaman

terfampir

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Bl e
Dr. Uswatun Hasanah, S Pd. M_Pd

Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rekior Universiias Semarang

Digkurnen ini felah difandatangani secara elekironik menggunakan serifikat elekironik
vang diterbilkan oleh Balai Besar Sedifikas Elekromk (BSrE), Badan Siber dap Sandi Hegars (BSSH|

tugas dimaksud sebagaimana



/

2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD

KABUPATEN KENDAL

Periode 19 s/d 21 Juni 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Diaia Jumprih
J CORPORATE
UNIVERSI (Y

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235

Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daersh (BPSDMD) Provins: Jawa
Tengah mempunvai tugas pokok melaksanakan penvusunan dan pelaksanaan kebyjakan
«daerah di bidang pengembangan kompetens: aparatur. Sesuai dengan kewenangannya
maka BPSDMD Provinst Jawa Tengah dalam menjalankan funssinva sebagm
mandator1 dan Gubernur Jawa Tenpgah selaku wakil pemernntah pusat di daerah
melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan kegiatan pendalaman fugas bagi
anggota DPRD Kabupaten /| Kota melalui evaluasi Evaluasi dilakukan untuk
mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas
penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Menter1 Dalam Negert Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins:
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monitoring dan evaluas: diselenggarakan dengan fujuan :
1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informas: untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada
penyelenggaraan pendalaman fugas Dewan benkutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon vang masuk, dengan tekmk

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai vang diukur

1. Capaian Nilai
Capaian nilay dilntung dengan menggunakan skala likert Skala Likert adalah skala
vang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atan
kelompok mengenai sebuah penstiwa atau fenomena sosial. berdasarkan definis:
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skomya adalah
sebagm berikut

(S5 xm ) () (Rm ) (CBo)



e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

1) Kurang
2) Culup
3) Baik
4) Sangat Baik
e Pengelompokan nilai berdasarkan krifena
0-60.00 Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01 - 50.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi
Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu vang telah ditetapkan
dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target
Capaian Mutu sebesar = 3,50 dari skala 4,0.

0s.d 349 D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM)

3.50s.d.4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3.  Persepsi Negatif / Posihif
Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kuorang /2 * 100%
Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%
Persepsi negatif juga menmuliki milar minimal berdasarkan SMM IS0 9001:2015, vaitu
tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatthan - Pendalaman Tugas Bag1 Anggota DPRD Kabupaten
Kendal

Periode =19 8/d 21 Jum 2026

Jumlah Peserta - 48 orang

Jumlah Rasponden : 48 orang

Tanggal Evaluasi - 23 May 2026



F. HASIL EVALUASI
Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1.

[ ]

Evaluas: Penyelenggaraan

Secara keseluruhan onentas: 11 sudah terlaksana denpan Cukup Memuaskan,
vang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 75,00 dengan Capaian Mutu (CM)
berada pada indeks 3.00 yang termasuk dalam kntema D1 Bawah Capaian Mutu
(DBCM).

. Saran

Ada beberapa saran /| masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dan
peserta. perlu perbaikan diantaranya :

a) Agar dipertahankan

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

G

Aoch d Said, SHMH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PH._(JVINS[ JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Talan Sctiabudi Nomor 201 A Semarany Kode Pos SUTR3

Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman hitp:/ibwidmd iatengprov.gouid

Surat Flektronik bpsdmds jatengprov go id
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REKAPITULAST DATA EVALUASI
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I [Program L1 ﬁbgmdﬂla‘tmmzpakmtnpﬂ. 18 T g 7500 | CukupMemuadan | 300 | DBCAL | 106.00% | 0.00%
yang altual
1.2 [Relevinsi mateni dengan 43 18 i 75000 | CukopMemuagkan | 3,00 DBCAM. | 10000% | 0.00%
te]:trtuhmpmk'tﬁpm
13 |Alokis waktn yang diberikan 48 48 0 79.00 Cukup Memmzskas | 3,00 DBCM | 100,00% | 0.00%
bagt fap maisr '
2 |Layaman 21 |Sistem pemanggilan peserta g a3 a 73,00 Culriip Memmaskan | 3,00 DBCM | 10000% | 0.00%
2.2 |Sistem regutrasi peserta 48 a8 0 73.00 | Cokup Memussken | 3.00 DBCM | 100.00% | 0.00%
23 |Pelayanen dan sikap petugas 43 4 7 7500 | CukupMemuaskan | 3.00 DBCM | 100.00% | 0.00%.
3 |Famlitas 31 |Kunalitas fasilitss ruang kelas 48 43 g 7500 | CukupMemusskan | 3.00 DBCAM | 100,00% | 0.00%
Perunjang (audic, provekior, pendingin
ruanigan screen. di)
32 |Penyiapan kamar (kebershan, ag a3 a 73,00 Cukip Memunaskan | 3.00 DBCM | 10000% | 0,00%
Famlites; kenvamanan)
33 |Penyiapan komsowssi (kebersthan | 48 43 a 75,00 Cukirp Memnaskan | 3.00 DBCM | 10000% | 0,00%
kecepatan penyajian, variasi
menu]
34 |Penviapan fasilitas lain (internet, 47 47 a 75,00 Cukup Memuaskan 300 DECM | 106.00% | 0.00%.
tempat ibadah)
SARAN DAN MASUKAN DARIPESERTA
Petigas Evaluator

MOCHAMAD SAT), SH. MH
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/15733/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM * 019 APPSDM USM/STE. WK/ V2026

Menten: Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Oneéntas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Nama : MAHFUD SODIC, 5.Pd.1.
Jabatan : KETUA DPRD
Instansi : DPRD KARUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegrtan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaba (KPBU)" yang disclenggarakan olch Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Stnmmng{FPSDM -USM) bekenasama dengan Sekretunat
DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d 21 Juni 2026 beriempat di Kota Semarang.

ﬁﬂﬂ@ﬁhﬂ, {l .lum 2026

7 Ny N S T

:
;
g

T

7 Nl S ST oYy @M@.‘D




S 250 250 250 20N 250 250 2N 2N 250N 2

USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nornor Registrasi  © 893,3.33/15734/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM © 019.A/PPSDM . USM/STF. WK/VL/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tenlang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pravinsi dan
Anggowm Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa;

ama BAGUS BIMO ALIT, S.M
Jabsian : WAKIL KETUA DPRD
. Instansi  : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijaksn Pengadsan dalam Kerjssams Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PPSDM USM) bekerjasama dengan Sekretarniat

DPRD Kabupaten Kendal dani tanggal 19 s.d. 21 Jum 2026 bertempat di Kota Semarang. =
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N\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

v/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

N\ Nomor Registrasi 893 3 33/15735/BPSDM KEMENDARI

, MNomor USM - 019, A/PPSDM.USM/STF WK/VI2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peratursn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tabun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwalkalan Rakyat Daerah Kabupewen/Kota, menvatakan bahwa:

\Y/,

Nama : TEGUH SANTOSA, S.H.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instapsi : DPFRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kemtan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daersh dan Strategi Kebijukan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretariat
DPRD Kabupaten Kendal dari tangeal 19 5.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarsng P
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi = 893.3.33/15736/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM - 019.A/PPSDM USM/STF. WK/VT/2026

Menien Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientast dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:

Nama P H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.L

Jabatan + ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegnan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PPSDM 1USM) bekerjasama dengan Sckretariat
DPRD Kahb Kendal dan 19sd 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semara '
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Namor Registrasi  : 893.3.33/15737/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM < 019 A/PPSDM. USM/STF.WK/V1/2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Persturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : RIZKI OKTAVIANTI, S.Pd.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIEKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang [PPSDM-—USM} bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEKAT

7\

Nomior Régistrasi  :© 893,3 33/15738/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM 019 A/PPSDM. USM/STF. WK/V1/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

A

7\

Nama ! RONI SULISTIYANTO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

/4
TELAH MENGIKUTI )
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

\, #Dr. SUP
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USM
N YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 7
/ UNIVERSITAS SEMARANG \
SERTIFIEKAT
\ Nomor Registrasi  : 893.3.33/15739/BPSDM KEMENDARI 7

Nomor USM : D19 A/PPSDM USMISTF WE/V1/2026 N
L/ Menien Dalam Negen berdasarkan Peraluran Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2017 Tertang Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemennitahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwalnlan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa
B3 /4
L/ Nama : DIAN ALFAT MUCHAMMAD \)
Jabatan : ANGGOTA DPRD
A Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL /]
v/ TELAH MENGIKUTI N\
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Stritegi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBL)™ yang diselenggamban oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
N\ DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 5.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. /
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO Y/
UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893 3.33/15740/BPSDM KEMENDARI ]
Nomor USM : 019.A/PPSDM USM/STF. WE/V1/2026 N

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan babwa:

Nama : KHASANUDIN, 5.5y.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupatén Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usahs (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (FPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretarat

DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. = ?‘3& o
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UsM™m
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi : 893.3.33/15741/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF. WK/VL/2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa

Nama : M. NURUL MUJIB

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kepgman Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “"Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaun dalam Kerjasama Pemerintuh dan Badan
Usahs (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : $93.3.33/15742/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : D19.A/PPSDM USM/STE WK/VL2026 _
Menteri Dalam Negen berdssarkan Peraturan Pemenntzh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan

Menieri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Dacrah Provinst dan
Angzots Dewan Perwakilan Rakyat Daergh KabupetenXota, menyatakan bahwa:

N TS TN

7 ST Sy Ny STy Ny S\

Nama : Hj. NTIKEN LARASATI, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
NS Tostansi  : DPRD KABUPATEN KENDAL
# TELAH MENGIEKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Peogadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)"™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
N\ DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. ; '
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/15743/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019 A/PPSDM. USM/STF WK/V1/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentong Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7'\

A

Nama : H. QOMARUDDIN ABBAS

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegrtan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselengparakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © 893.333/15744/BPSDM KEMENDARI

Nemor USM © 019 A/PPSDM USM/STF WK/VI2026
Menter: Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan

Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

7 N Nty Ny X
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Nama : WINDARTO

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL "/
TELAH MENGIEUTI N

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)Y" vene disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (FPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan angeal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kotn Semarang,
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US M
YAYASAN ALUMNI| UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3 33/15745/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM © D19 A/PPSDM USM/STF WEK/VL2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

Nama : FATHUR RAHMAN, S.Pd.1.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dahn Kerjasama Pemerintab dan Badan
Usaha (KPBU)™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Sum.mng( I{Shnbekmjmm&dﬂngm&kmm
DPRD Kabupaten Kendal dan tangeal 195.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893 .3 33/15746/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM 019 APPSDM USM/STF WK/V1/2026

Menter: Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemnenniahan Dacrah, Peratusan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nemor 6 Tahun 2024 Tentang Oricntasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

¥

S T T L7

| Namsa : BAMBANG SUMARNO
Jabaian : ANGGOTA DPRD
Instansi : D_PRD KABUPATEN KENDAL

,mmmm\

Y

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang diselenggarakan oieh Pusat Pengembangan Sumber Duya Menusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DFRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 5.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang, =
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Y/

Nomeor Registrasi  : 893.3.33/15747/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM © 019.A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesis Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi dan
Angoota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupstenKota, menyatakan bahwa:

Y/,
7 Ny N

\Y/,
7\

Nama : MORA SANDHY PURWANDONO, S.E., M.M.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usahs (KPBUY" vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDPHE—UEM‘I bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupsten Kendal dan anggal 19 5.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

\Y/
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/15748/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019.A/PPSDM, USM/STF. WK/VI/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten'Kota, menyatakan bahwa:

Nama : DEDY ASHARI STYAWAN, S.Kom.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah den Badan

Usaha (KPBL)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekremnat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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UsMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi ;. 893 3,33/15749/BPSDM KEMENDARI
Nomeor USM . 019 A/PPSDM.USM/STE WK/VI2026

Menter: Dalam Negen: berdasarkan Peraturan Pemenntah Nemor {2 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah. Peraturan
Menten: Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : H. MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S H., ML.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIEUTI

Kegnan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usahs (KPBU)™ vang dizelengparakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 5.d. 21 Jum 2026 bertempat di Kota Semarang.
,&mum 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEKAT

Nomor Registrasi  893.3.33/15750/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM - 019 A/PPSDM. USM/STF. WK/V1/2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : H. TARDIL, S.P.

Jabatin : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIEKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijaksn Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d. 21 Jum 2026 bertempat di Kota Semarang. s

Jum 2026
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomior Registmsi : 893333/15751/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM - 019 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/,

RN

\Y/
7\

7\

Nama : H. SUPRIYADI, S.1, M.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi :DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegian Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usahs (KPBU)™ vang disslengearakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DFRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. m 5056
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UsSM™
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Momor Registrasi  © 893.3.33/15752/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019 A/PPSDM USM/STF WEK/VI/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tenlang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarzan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyet Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama s dr. TITIK WAHYUNINGSIH
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

- TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang disclengearakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan tangeal 19 .d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang, ¥
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrast  © 893.3.33/15753/BPSDM KEMENDARI
Namor USM | 019 A/PPSDM.USM/STF WK/V1/2026

Menteri Dalam Negern berdasarkan Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyciengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : M. SAEFUDIN, §.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
A} Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL i
P TELAH MENGIKUTI \)
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" yang diselengzarakan oleh Pusat Pengembengan Sumber Days Manusia - Universitas Semarang (PP’SDM USM) bekerjasama dengan Sekretariat
W DPRD Kabupaten Kendal dan tangeal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. 7
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

7\

Nomor Registrast . $93.3 33/15754/BPSDM KEMENDARI
Momor USM + D19 A/PPSDM USMISTF WK/VI/2026

Menten Dalam Negerni berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Mentent Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewsn Perwakilan Rakvat Daersh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

7\

7\

Nama 1 H. MUNAWIR, S.Sos.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIEUTI
Kegian Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Peogadaan dalam Kerjusama Pemerintah dan Badan

Ussha (KPBU)™ yvang disslenggarakan oleh Pusal Pengembangan Sumber Daya Mantisia - Universitas Sernarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 5,d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang s
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15755/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM - 019 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientas) dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

7 Ny N N N §

Nama : WIWIT WIDAYATE 5.H.

Jabatan +ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kezitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijskan Daerah dan Strategi Kebijzkan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekenjasama dengan Sekretariat

DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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uSM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3,33/15756/BPSDM KEMENDARI
Nomor LJSM © 019 A/PPSDM.USM/STF. WK/VI2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orieniasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah P dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Keta, menyaiakan bahwa

Nama : MUHAMMAD 1QBAL ADILA, S.H.

Jabatan 1 ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

DL DI A0 AN

Kegian Warkshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadsan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengsmbangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PPSDM-LISM) bekerjasama dengan Sekreaniat
DPRD Kabupaten Kendal dari tangaal 19 s.d, 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang _
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi. © 893,3.33/15757/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019.A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:

Nama i PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M.
Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Warkshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Regisirasi  : 893.3.33/15758/BPSDM KEMENDARL

Nomor USM : 019.A/PPSDM.USM/STF WK/V1/2026
Meniteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tuges Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Nl Nl Ny S

Nama + H. TRI PURNOMO, 5.Sos.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasams Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang disclengparakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PFSI}M USM) bekenjasama dengan Sekretzna
DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi 893 3.33/15759/BPSDM KEMENDARI
NomorUSM 019 A/PPSDM.USM/STE. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Dagrah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Ornentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kota, mienyatakan bahwa:

Nama : SISCA MERITANIA, S.H.
Jabatan s ANGGOTA DPRD
f H Tostsnsi : DPRD KABUPATEN KENDAL
pe

TELAH MENGIEKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Menusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat

DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kola Semarang, Juni 2036
wl Juni 202
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi . 893,3.33/15760/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019.A/PPSDM . USM/STF.WK/V1/2026

? Menten Dalam Negen berdasarkan Persturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentzng Pembinaan dan Pengawasan Penyelengzaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan

I/
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentatig Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa;

\)

Nama : H. ANURROCHIM, S.L.P., M.M.
Jabatan : ANGGOTA DPRD

L/
Q Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
[/ TELAH MENGIKUTI
Regitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badas
Usaha (KPBU)" vang disclencearaken oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
-

DPRD Kabupaten Kendal dari tangeal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semasang P
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/15761/BPSDM KEMENDARI
MNomor USM : 019.A/PPSDM . USM/STF. WEK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Repubhik Indonesia Nomeor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

;
:

7\ Ny Ny

Nama : RIZKY ARITONANG, 5.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dslam Kerjssama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PFSDM -LISM) bekerjasama dengan Sekretanar
DPRD Kabupaten Kendal dan tangeal 19s.d 21 Jum 2026 bertempat di Kota Semarang
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uUsm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi : 893.3.33/15762/BPSDM KEMENDARI
NomorUSM  : 019.A/PPSDM.USM/STE. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 NSy Ny ST

g Jabatan : ANGGOTA DPRD
- Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

J:L /4
| TELAH MENGIKUTI N\
Kegimn Workshop DFRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semara 2 =
e o ﬁﬁ%@g}}gw 3026

/-}F W«:—: 13:.\
(i 5 Czﬁ -"'E »

I

i,fh

%

A\

%

N

fg o Nams : Hj. NUR ROSIDAH, S.E.
LN\

re

N\

7




G
:
:
;
:
:
;

S 250 250 250 250 20N 20N 25N 2N

USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi . 893.3.33/15763/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM 019, A/PPSDM. USM/STF. WK/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah KabupatenKota, menyatakan bahwa.

Nama : HEGAR SAPUTRA
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Days Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan mnggal 19 5.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrast  © 893.3.33/15764/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM 019 APPSDM.USMASTE WEK/VL2026

N\
/

\Y/,

Menteri Dalam Negen berdssarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa.

\

Nama t H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.1., M.Kn.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIEUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Peogadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Sermarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

\Y/,
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi 893 3.33/15765/BPSDM KEMENDARI
Nomaor USM ¢ 019 A/PPSDM. USM/STF. WK/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Kabupaten'Kota, menyatakan bahwa:

7 Ny N N N7 §

Nama : I SUJARNO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
“ Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIEKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadann dalam Kerjasamas Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan olch Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabuparen Kendal dan tanggal 19s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrusi  © 893.3,33/15767/BPSDM KEMENDAR|
NomorUSM — © 019 A/PPSDM.USM/STE WK/VI/2026

Menter: Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemenntahan Daemsh, Peraturan

Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten'Kota, menyatakan bahwa

| Nama : . MUHAMMAD ARKHAM, S.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabapaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badsn
Usaha (KPBL)™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendsl dan tanggal 195d 21 Jumi 2026 bertempat di Kota Semarang.

A
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N\, YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
P UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi . 893.3 33/15766/BPSDM KEMENDAR]

N Nomor USM : 019.A/PPSDM USM/STE, WK/V1/2026 /
L/, Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenmtah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan N
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa;
‘4
I/ Nama : H. MUKHLISIN, S.T. N\
. Jabatan : ANGGOTA DPRD
A\ m Instansi  : DPRD KABUPATEN KENDAL 7/
7 TELAH MENGIEUTI N
Kegimn Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBL)™ vang diselengparakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat
N DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. 7
% E
\ ?I
7, N
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Momor Registrasi - 893 3 33/1 S?GSIBP_SI‘.I_H EEMENDARI
Momor USM = 019, A/PPSDM.USM/STF WE/VIF2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tehun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten'Kota, menyatakan bahwa:

Nama : NAJMAH RIAJANI GARNIERA, 5.E.

Jabnalan : ANGGOTA DPRD

Tonstansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang dizelengesrakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama déngan Sekoretariar
DPRD Kabupaten Kenda! dan tanegal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

7 N N Nl Ny Nl Nty N
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi : 893.3,33/15769/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM © 019 A/PPSDM.USM/STE. WK/VL/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggoeta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Namsa : H. HELMI ASHBARA, 8.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegian Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjssama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang disclenggarakan oleh Pusal Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariar
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 8.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.
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UsM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nemor Registrasi . §93.3.33/15770/BPSDM KEMENDARI
Nomor LSM - 019.A/PPSDM. USM/STF. WK/V1/2026

SO ORSK

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2ﬂ_l 7 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

LN\

# Nama : MASRIFAH AFNA, .M.
Jabatan + ANGGOTA DPRD

A Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

P> TELAH MENGIKUTI

DPRD Kabupaten Kendal dani tanggal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

7 Nt N Nl Nl Ny
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi 893,3,3)/15771/BPSDM KEMENDARI
Nomar USM : 019 A/PPSDM USM/STF. WK/VI2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugss Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKofa, menyatakan bahwa:

Nama : H. SYUKRI FAUZI
Jabalan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Ksbupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselengearakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaien Kendal dari tanggal 19s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

S
:
;
:
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

¢

A

Nomor Registrasi . 893.3.33/15772/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM i 019, A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Teniang Pembinaan dan Pengewasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientesi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/
7\

\Y/
I\

Nama s TRWAN SUBIYANTORO
Jabatan + ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalsm Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.

\Y/
7\
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi . 8933 33/15773/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM : 019.A/FPPSDM. USM/STF, WK/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomeor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinagn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Temtang Orientasi dan Pendataman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

)
3
:

Nama tABDULSYUKUR, S.Ag.
Jabatan s ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
> TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usshs (KPBU)" vane disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Deyaz Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariar
DPRD Kabupaten Kendal dari tangeal 19 s.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang. P i,
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Uusm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

2AQ070)

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi . 893.3.33/15774/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM . 019.A/PPSDM.USM/STF WK/VI/2026

7\

Menter: Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : H. RUBIYANTO, S.T.

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL
TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Dacrah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dari tangeal 19 s.d. 21 Juni 2026 beriempat di Kota Semarang.

7 Nl Ny N
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © 893.3.33/15775/BPSDM KEMENDARI

Nomor USM : 019, A/PPSDM.USM/STF WK/V1/2026
Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Tndonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 N2 Ny N

Nama : DWIMARGO UTOMO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Peagadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang [P?SDM-USM bekerjasama dengan Sekretarjat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d 21 Jum 2026 bertempat di Kota Semarang.

;
;
;
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UsM™M
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi | §93.3.33/15776/BPSDM KEMENDARI
Nomer LISM : 019 A/PPSDM.USM/STF. WK/VL/2026

Menten Dalum Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah. Peraturan
Menlen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomior 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Pérwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah KabupatenKota, menyatakan bahwa.

AN ZR

\Y/

Y/,
7\

Nama + I SULISTTYO ARI BOWO, S.Hut.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIEKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "“Kebijakan Daerah dao Slr_nit:gi Kebijakan Pengadaaa dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)" vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (FPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kahupaten Kendal dari 1anggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang.
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

7\

Nomor Registrasi  : 893.3.33/15777/BPSDM KEMENDARI

Nomeor USM : 019 A/PPSDM.USM/STE. WK/VI/2026
Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinzon dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daemh, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor & Tahun 2024 Tentang Orientast dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa.

7\

7\

Nama + SUKRON, S.Pd.1.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema “Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselenggarskan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daye Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang, -

A
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

§
;

SERTIFIKAT
Nomer Registrasi  ; 893,3.33/15778/BPSDM KEMENDARI
Nomer USM - 019.A/PPSDM.USM/STE, WK/V1/2026

7 N Ny A

\Y/,

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pémbinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orieniasi dan Pendalaman Tugas Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

I/ Nama + I THWAN, S.Pd.L

Jabatan tANGGOTA DPRD

Instansi : DFRD KABUPATEN KENDAL
> TELAH MENGIKUTI

Kemitan Workshop DPRD Kabupsten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usahs (KPBU)" vane diselengrarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Unmiversitas Semarang (PPSDM-USM) bekenasama dengan Sekretariat
DPRD Ksbupaten Kendal dan mngenl 19 s5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

,m@@@wwwmm\
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

\Y/

Nomor Registrasi  © 893.3.33/15779/BPSDM KEMENDARI
Nomor USM 1 019 A/PPSDM, USM/STF WK/VI2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesiz Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewsn Perwskilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Y

,mmmw

\Y/

Nama : H, MUHAMMAD ARIF ABIDIN
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI
Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalsm Kerjassma Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasuma dengan Sekretanat
DPRD Kabupaten Kendal dan tangegal 195.d 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

\Y/
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Regisirasi : 893,3.33/15780/BPSDM KEMENDARI
NomorUSM  : 019.A/PPSDM.USM/STF. WK/VI/2026

Menteri Dalam Negen herdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daerah, Peraturan

Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : NANIK SUSANTI, §.M.
| Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KENDAL

TELAH MENGIKUTI

Kegitan Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tems "Kebijakan Daerah dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)™ vang diselengearakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekresariat
DPRD Ksbupaten Kendal dani tangeal 19 5.d. 21 Juni 2026 bertempat di Kota Semarang,

3
)
)
)
)




DAFTAR MATERI

Nomor MATERI JAM MATA PEMBELAJARAN
1 Miateri 1 :
Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan Transparansi Tata 20,00 - 23.00
Kelola Pemenintahan,
2 Materi2: .
Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemenntah dengan Badan Usaha), 0R00 - 12.00
3 Materi 3 :
Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah. 13.30 — 17.00
4 Materi 4: o _ ] )
FGD (Focus Group Discussion) Interal DPRD tentang Kebijakan Daerah dan Strategi 19.00 - 2230

| Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemenntah dan Badan Usaha (KPBU).

BUPATEN KENDAL




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

MATERI - MATERI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan
karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Kendal
dengan tema "Kebijakan Daeralh dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) " yang dilaksanakan di Hotel
Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, tanagal 19 s.d. 21 Juni 2026,
yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Kendal, beserta Sekretaris dan
pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan
Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan
dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan
dan semoga dapat bermanfaat baai kita semua.

Semarang, 18 Juni 2026
Ketua Harian PPSDM USM

N5T. 13922018



MATERI 1

Pelayanan Publik: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inovasi Daerah, dan
Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Oleh :
Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)



Akselerasi Pelayanan Publik: — —

Capaian SPM, Inovasi Daerah, .

dan Tranparansi Tata Kelola _
Pemerintahan Kab. Kendal

Workshop DPRD
Kabupaten Kendal

19 Juni 2026 1

y nw'E L
Hendri Santosa.,SE.Ak.,MSi.,CA . < e




Kendal hari ini bukan lagi Kendal yang
dulu. Kehadiran KEK membawa lompatan
ekonomi yang luar biasa. Namun,
lompatan ini akan meleset jika pelayan
publik kita masih berjalan di tempat.
Birokrasi kita tidak boleh kalah cepat
dengan ritme industri modern. Tugas kita
bersama adalah memastikan pelayanan
publik di Kendal tidak hanya cepat untuk
investor, tetapi juga inklusif membawa
kesejahteraan bagi warga asli Kendal."

1

REGULASI MENGENAI SPM

UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah

PP No. 2/2018 Standar Pelayanan Minimal
Permendagri No. 59/2021 Penerapan SPM (berlaku)
Permendagri No. 100/2018  Penerapan SPM (dicabut)
Perbup Kendal No. 83/2020  Penerapan SPM di Kab. Kendal

Pelaksanaan SPM bidang
Perbup Kendal No. 53/2022  tertentu



Paradigma Baru Pelayanan Publik e

Peh?gedﬁian Pesan Kuncl
indset Falayanan public buruk
Petayanan pubik bukan berbiaya mahal,

lagi. kewsliban birokrasi, pelayarnan yang
mieksinkan hak transparan dan inovatif
konstitusional wargs adalah magnet

antangan Transformas:

pertumbuhan slkanomi

Cepat Adapiif
a7 g

cepat. orantit dan

st

I

- f A
Definisi : SPM sebagai standar dasar layanan publik wajib yang
harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Unsur SPM: jenis layanan, indikator kinerja, ambang minimal,
sasaran, mekanisme pemantauan.



Setiap anak usia sekolah di Kendal mendapatikan
pendidikan dasar (5D & SMP) secara gratis dan
layak {fasilitas memadai).

Setiap warga miskin/rentan mendapatkan
jaminan kesehatan, dan ibu hamil mendapatkan
pelayanan persalinan yang amarn.

Tersadianya akses alr minpum layak dan sistem
sanitasi/pembuangan limbah rumah tangza yang

bersih untuk warga.

Rumah layak huni bagi korban bencana atau

relokasi program pemerintah daerah,

Rasa aman warga darl ketenteraman wmm,
ketertiban, serta keslapsiagaan bencana
kebakaran dan bencana alam.

Pertindungan dan rehabilitasi bagi penyandang

Airahilitar laaria tolanbar dan anaboaation miako Al

Point Penting

alah bottom
ptas bawah)
nan yang wajib

1a setiap warga
. Tidak ada
"anggaran
ukup™ untuk

Memastikan urusan

Fe ayanan dasar
Pa‘nd kan |
Kese taﬂ, rjaan

Umum, Perumahan

Trari bumlir mads, dan
jal) terealisasi




Budgeting

. g e Apakah alokasi anggaran APBD
-F_I_JI'_IESI Buc_l__getmg Kendal sudah memprioritaskan 6
& Oversight urusan wajib SPM?
PRD .
DPRI Oversight

o= | Memastikan capaian input, output,
' dan outcome dari dinas terkait?
(Bukan hanya menyerap anggaran,
tapi berapa masyarakat vyang
terlayani).

:1’5 Mendorong pembuatan dashboard
— capaian SPM real-time agar DPRD dapat
melakukan pengawasan berbasis data
(data-driven oversight)

GAMBARAN CAPAIAN
SPM PELAYANAN DASAR
KABUPATEN KENDAL
TH 2025
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Indeks Pencapalan (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel 3.2.1.1
Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

oL

No Jenis Pelayanan Indeks SPM (lp Kategori Indeks
Dasar Layaran + Ip Mutu) SPM
1 2 4 4
1 | Pendidikan Dasar Usia Dini 92.62% Tuntas
2 Pendidikan Dasar 99,76% Tuntas Utama
3 | Pendidikan Kesetaraan £6.17% 'Lm muda

Dari tingkat capaian untuk penerima layanan masih belum dapat terealisasi 100
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b. Pendidikan dasar
1) Permasalatan: O

a) Fermasaiahan Internal:

(1) Prioritas pembangunan  pemeririazh pusal sudah bergeser dan
peninghkatan akses ke arah peningkatan muty.

(2) Masin terdapatoya angka pulus ekolah pada jerjang SO dan SMP
aehingga betum dapal meruntaskan wajib belajar pendidian dasar (wajar
dikgas) sambdzn Bhun

{3) Masih barnyak ruang kisias S0/ Mi yang nosak

(4) Masin kurangnya prasarana SO dan SMP yang mamada. terutarma ruang
kolas dan pesaboinys yang bak, parpusiakasn dan pirabotnys, Senm

—_—
(8) Kuangnya prestas| akademik peserta didik dalam menempuh Ujian o
Sekoleh dan Upan Nasonal
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INOVASI
DAERAH




TANTANGAN
PEMERINTAH DAERAH m-«rh f
SAAT INI gy

Menghadapi Perubahan yang Cepat U U C J l

# Birokrasi ggiz ( Lincah), Keoijakan yg updzie

#» Mengakomodas inovast baru {sepert ekonomi digiaialag anaeg "' “ .l'l
terbarukan) yang belem terbayangkansaat peraturan dibuat ,_.rr!' _f_, T

Menjawab Kebutuhan Riil Masyarakat

P Sugra mesyareket loks! dan kelompok renian didzsgerdan diskomodasi

* Pemerintah da parsagers bartindek ket ter@di krss-atmy massiah sous
di {spangan.

Mendorong lklim Investasi yang Sehat
# Meniaga Kepercaysen (Trust):
# Parlingungan Hak/ Hukum investor
# Per ljinan Mudah dan Cepat

10



Jorge Louis Borges

Birokrasi Indonesia seperti “LABIRIN”

Penuh Kelokan
Berbelit belit
Perlu kesabaran berlapis untuk bisa menembus

Mindset BIROKRASI ERA 1980- 2000 -an

Kalo bisa diperlambat kenag

Kalo bisa di persulit

CrE[RTS Thes rresaress gl e Lrasi] iy
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Inovasi Daerah

Keluar dari Rutinitas
(Business as Usual)

Mengapa Harus Berinovasi?

Kemampuan  anggaran daerah
terbatas, sementara ekspektasi
masyarakat Kendal makin tinggi
(efek digitalisasi). Inovasi adalah
solusi memotong jalur birokrasi dan
menghemat anggaran.

Tujuan: penerapan Inovasi

Teknologi/proses baru untuk
meningkatkan efektivitas,
efisiensi, kualitas layanan publik.

01 02 03 04 05
taIISESI Inovasi Inovasi Model kerja
?’&1 |n Eh ge'}‘?}lééﬂp ad;ninilsgratilf berbasis sama publik-
L F :simplifikasi  data: swasta untuk

apfikds Eem aran  prosedur dashboard  infrastruktur .
Per Egllia” ola untuk perizinan, kinerja,

P ‘E‘é‘raeﬁm SOP berbasis penggunaan

P user journey. GIS untuk

perencanaan
t layanan.

Bentuk inovasi relevan untuk Kab. Kendal

12



o | Nama inovesi
1 Gampil {Super App Pelayanan
Bublik)

2 Bala Kristal
3 Sinema Om [Sinergitas Smart Tax
Community]

4 S1 PERI TANI {Sistem Informasi
Pengelolaan Irigasi Pertanian)

S Protades (Digitatisasi Buku Letter €

Kelprangan

Anlikasi tgrh_t_agﬁasi yang rmenggabungkan berbaga 1§y:anan
pemarintah d3erah dalam satu platfors mobile unk
memedahkan akces matyarskat

Indwasi vang diluncurksn pada Okteber 2024 meolalol
Baperitbang sebapai sarana fsilitasd dan moeniloring inoess
poransier daerah

Erogram digitafisasi untuk pereepatan Pendapatan ASH Daceah

[PAB) mekinf tekeronifilas transake pomerintzh dacrah [ET20).

Sistem Informasi khusus Untuk pengelolasn ingasi pertanian di
witaysh Kabupaten Kendal &

Inovasi yang meraih penghatzaan Top 45 [novasi Pelayanan

Bresa) Pubilik 2021, untuk digitaif=as arsin pertanshan deta.
. N p— 5 B dmbjpraayii =B B AR e B AL “ . ™ T
I P AL L A TS O K P L At P [T L R o B T i ST, | = fi n
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CONTOH INOVASI PEJABAT ESELON I
KABUPATEN KENDAL

FORUM SMART CITYDAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
[FORCE)

Kepala Dinas Kemunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal
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"POSKO AKSARA"

Antisipasi Konflik Sosial
Tenaga Kerja Asing (TKA)
di Kawasan Industri Kendal (KIK)

Nama : Allebian Yulando, S.T.. M.A.
NP 18770701 2005011011
NDH. s A/PKN V2872024

Jabatan : Kepala Bndan Keabangpaol
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Kendal
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“SI MATA ASN™
STRATEGI PENGEMBANGAN TALENTA DAN
KARIR ASN DI KABUPATEN KENDAL

aleh:
Abdul Basir, S.H., M.H.

Kepala Badan KepegawaianPendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Kendal

Fasilitator kebijakan:
menyetujui regulasi dan
anggaran inovasi.

PERAN PENTING
DPRD

Pengawas : memastikan
tata kelola data, keamanan,
keberlanjutan inovasi.

Promotor partisipasi publik:
mendorong Inovasi berbasis
komunitas.
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TRANSPARANSI
TATA KELOLA
PEMERINTAH

Prinsip prinsip Gond Covjplorate Gavernanoe
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RINSIP GOOD GOVERNANCE

1.Partisipasi (parficipation), artinya setiap warga negara memiliky kesetaraan suara
dalam pembuatan kebijakan.
2 Ketanggapan atas kebutuhan srakehiolder (responriveness) dalam pengelolaan
lembaga; terhadap prinsip vang sehat dan peraturan perundangan vang berlaku
3. Akuntabilitas (accounrability). vaitu kejelasan mengenai fungs:, struktur. sistem.
dan pertanggungiawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efeknf.
4. Transparansi {fransparency), vaitu adanva keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yvang relevan
5.Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.
Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaik: dan menjamm
keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomt.
6.Kesetaraan dan kewajaran (fairmess). vartu perlakuan vang adil atas seluruh
masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnva,
berdasarkan peraturan

IO
i ERNA N E
A Oras

SR ERANE N T
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Pengawasan legslasic
mendorong Perda
keterbukaan informasi publik
dan implementasinya.

PERAN PENTING ; i
Mekanisme laporan publik:

DPRD meminta OPD menyediakan
dashboard publik,
LHKPN/LHKASN terkait pejabat
pengelola keuangan.

Gunakan hak interpelasi, hak angket
bila perlu untuk kasus ketidakjelasan.

-

HEXAHELIX COLLABORATIVE

PEMERINTAH
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TERIMA KASIH

ﬁ hendri.santcsa
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MATERI 2
Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemerintah dengan Badan Usaha)

Oleh :
Novie Andriani

(Bappenas RI)



KEBIJAKAN DAN
REGULASI KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN

BADAN USAHA iKPBUi

| Disamipaian pady Workshop Traitting of Trainers Fimpinan dan Anggela DFRD Mabapaten Mendsd 20 2026

1. PENGENALAN SKEMA KPBU DAN PERBEDAANNYA
DENGAN SKEMA KONVENSIONAL ATAUPUN SKEMA

LAINNYA =




B Kerangka Pendanaan Infrastrukiur Berdasarkan RFJMN
AT r 2'025 '202?

Tahun 2025 - 2029 dslam mencapal : i ; i
Py e AFBN/APBED sebagai pilihan terakhir
it | AEAE FEMANIASLAS
‘Amp

A LTI 3 Trilian

INFRASTREERTUR
FERKOTAAN

ENERGE BAN
EETINACALISTREEAN

INFRASTRURTER TR

Dalam rangka mencapai target RPJMN 2025 - 2029, Indonesia

‘membutuhian investasi infrastruktur sebesar Rp 10303 Triliun ot
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b KPBU BERDASARKAN
= PEMRAKARSA

e

(s ] Proyek KPBU Solicited

Proyek KPBL yang disrakarsai oieh Pemerintah,
*Penyusunan doinamen penyiapen dilakukan oleh famanmiah

eemmmm————

¢ Proyek KPBU Unsolicited

Prayek KFBU yang diprakarsal oleh badan usaha vang diajukan/divsulkan stas inisiatif darl badan uszha itu sendini
dan harus memenuhi pereyaratan, sebagai barikut
* Terintegras secars teknis dengan rencana induk pada seldor yang bersangkutan,
* Layak secara ekonomi dan finansial,
* ‘Badan Usaha yang mengsjukan prakarsa memilii kemampuan keusngsn yans memadat untuk menbiayval
pelsksanaan penyediaan infrastrukiun
“PEnyisurian dikumen penyiagan dilskikan oleh Bedan Uaha
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MATERI 3

Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah

Oleh :
Yusmanto, S.Pi., M.Si.
(Bappeda Jateng)
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OUTLINE

Arah Kebijakan Tantangan dan Kondisi
Pembanguan Daerah Fiskal Daerah

Alternatif Pembiayaan
KPBU

Keselarasan Kebijakan
Pusat dan Daerah




ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUAN DAERAH



S Pemerintah Provinsi
== Jawa Tengah

| PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

A Menurunnya daya dukung dan daya tampung Perekonomian daerah yang berdaya
- ' N lingkungan, serta belum optimalnya ketahanan o saing dan berkelanjutan

X RN pangan dan penyelenggaraan penanggulangan

S pencana

Masih rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat

. Belum optimainya kualitas hidup dan
H daya saing sumber daya manusia 7 Keberlanjutan sumber daya alam dan

lingkungan hidup, serta penanggulangan
bencana

Belum optimainya penyediaan prasarana
dan sarana pendukung perekonomian

Terdapat simpul-simpul kerawanan
yang mempengaruhi stabilitas

)
Belum optimainya tata kelola pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang
menghadirkan pelayanan publik yang adaprif .' dinamis

dan hcr:rl*.vgrna*.



Pemerintah Provinsi NGOPENIL.
- WM Jawa Tengah NGLAKONI.

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .
BERDASARKAN RPJMD JAWA TENGAH

Tahap V (2030)

Perwujudan Kinerja
Pembangunan Daerah

Tahap IV (2029)

Pemantapan Kinerja
Pembangunan Daerah

Tahap | (2026)

Penguatan Landasan
Pembangunan Daerah

Tahap lll (2028)

Akselerasi Kinerja
Pembangunan Daerah

Tahap Il (2027)

Peningkatan Kinerja
Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan i

Meneguhkan
POIsis! JOwaO
Tengah sebogail
iumbung pangan

nasional

2027

Mengembaongkan
panwisata

berkelanjutan dan
ekonomi syarnah
seboagai tulang
punggung
pertumbuhan
e@konomi

2028

Ba

Peningkatan dan
pemartaaan

akonomi berbasis
potensi desa dan
industri hijou

Menumbuhkan
daya saing
daerah menuju
Jawa Tengah
Maju dan
Berkelanjutan

2030

Perwujudan Jawo
Tengah yong

Maju dan
Berkelanjutan
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KESELARASAN
KEBIJAKAN PUSAT DAN
DAERAH




ELARASAN VISI MISI JAWA TENGAH 2025-2029 G St

ENGAN VISI MISI PRESIDEN PADA RPIJMN 2025-2029 __
A

VISI MISI PRESIDEN PERIODE VISI MISI JAWA TENGAH 2025-2¢

” “Jawa Tengah sebagai Provinsi Ma
2025-2029 Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia

Bersama Indonesia Maju ASTA -
Menuju Indonesia Emas 2045 CITA
4

ASTA _ _ Melanjutkan hilirisasi dan ASTA
Memperqu{:h ideoiogi Fancasuiq, - mengembangkan industri berbas CITA
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). sumber daya alam untuk mening {
1 5 nilai tambah di dalam negern. 2,6

P Memantapkan sistem pertahanan keamanan ASTA
negara dan mendeorong kemandirian bangsa Membangun dari desa dandari b CITA
melalui swasembada pangan, energi, air, CiTA untuk pertumbuhan ekonomi,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi pemerataan ekonomi, dan 7
hijau, dan ekonomi biru. 6 pemberantasan kemiskinan.

ASTA
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan CITA
meningkatkan lapangan kerja yang ASTA Memperkuat reformasi politik, he
berkualitas, mendorong kewirausahaan, CITA dan birokrasi, serta memperkuat
mengembangkan industri kreatif serta pencegahan dan pemberantasan

mengembangkan agromaritim industri di korupsi, narkoba, judi, dan

q.

sentra produksi melalui peran aktif koperasi. penyelundupan. ASTA
CITA
Memperkuat pembangunan sumber daya ASTA Memperkuat penyelarasan kehid 118
ASTA manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, CITA yang harmonis dengan ingkung:
SICWN  kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan dan budaya, serta peningkatan tc ASTA
gender, serta penguatan peran perempuan, 8 antarumat beragama untuk men .
4 pemuda (generasi milenial dan generasi 2), masyarakat yang adil dan makmt CITA

dan penyandang disabilitas.
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SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPIMN TAHUN 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian
sasaran pembangunan nasional sebagal berikut

ﬁ_,g Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)

GNI per kapita meningkat dari 4,870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
Kontribusi PODB Maritim meningkat dari 7.9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
Kontribusi POB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21.9% (2029)

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index meningkat dan peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan
peringkat 29 (2029)

Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

lingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0%
(2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)

Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)

Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan
0.59 (2029)

Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan
A% 178 (20720)

. KESELARASAN TUJUAN SASARAN DAERAH
== DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

il

aladle . SASARAN 3

2= SASARAN 1

TUJUAN DAERAH

"‘MEWUJUDKAN JAWA TENGAH
YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Indikator:
Angka Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Indeks RB

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Berintegritas Dan Dinamis
Indikator:

Indek Integritas Nasional, Indeks
Indonesia, Otonomi Fiskal Daerah

Demokrasi g

n SASARAN 2

"Terwujudnya Perekonomian Yang
Berdaya Saing, Inklusif, Dan
Berkelanjutan

Indikator:

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

|
'rTenNujudnya Sumber Daya Manusia }

Berdaya Saing Dan Berkarakter

Indikator;
Indeks Modal Manusia, Tingkat Pengangguran
Terbuka




VR Pemerintah Provinsi NGOPENI!

S, e Tg Sinkronisasi Pusat dan Daerah g

. T
.
'

Pemerintah e Pemerintah Pusat memiliki
Pusat berbagai hal yang harus diduku
oleh Pemerintah Daerah, yang
memiliki implikasi kepada fiskal
dan prioritas daerah. |
e Perlu formulasi yang
memperhatikan prioritas daerah
(a.l. visi misi Kepala Daerah, aspirasi,
Pemerintah Pelayanan Publik) untuk
mewujudkan sinkronisasi prioritas
pembangunan pusat dan daerah.




KONDISI FISKAL DAERAH

TANTANGAN DAN



Pemerintah Provinsi HEEEE&'.'...
' Jawa Tengah

L

TANTANGAN FISKAL DAN SINKRONISASI 5
APBN-APBD JAWA TENGAH

Mengakselerasi Pembangunan Jawa Tengah Melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

TANTANGAN FISKAL JAWA TENGAH

PRIORITAS YANG MEMERLUKAN DUKUNGAN APEN

RUANG FISKAL DAERAH . .
TERBATAS Prioritas pembangunan E PENGUATAN DAYA SAING E‘mm?g L:::g::;: ::M_a -
dibanding kebutuhan 0 tidak seluruhnya dapat INDUSTRI DAN INVESTAS! i " A
pembangunan yang terus dibiayai melalui APBD ‘ '
meningkat —
@872 KETAHANAN PANGANDAN  Mewujudkan kemandirian pangan
DRFARIEA HEDSSRrAN Mempengaruhi kapasitas ¢ < U="=0 MODERNISASI PERTANIAN | e AN——
FISKAL NA‘S',OHM' o pendanaan program = - — |
dan penyesuaian Transfer prioritas deersh 4 _
ke Daerah (TKD) | I _
| % INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS  Meningkatkan konektivitas wilayah

BESARNYA KEBUTUHAN DAN WILAYAH STRATEGIS | dan pemerataan pembangunan
PEMBANGUNAN o Memhutu::an dukungan

program dan anggaran _
JAWA -E;?;Hmm — Pumerintah Puset PENGURANGAN KEMISKINAN, Meningkatkan kualitas manusia
terbesar ketiga di Indonesia s' k -1 s STUNTING, DAN ' dan daya saing sumber daya

INKronisasi PENINGKATAN SDM . manusia Jawa Tengah

PERLUNYA SINKRONISASS Memastikan program APBEN-APBD
PERENCANAAN PUSAT o APBN dan APBD saling PENANGANAN ROB, ABRASI, | Melindungi wilayah pesisir dan

IMENCUIAING Gan fax DAN ADAPTAS| PERUBAHAN = mewujudkan lingkungan yang
DAN DAERAH tumpang tindih IKLIM _ tangguh dan berkelanjutan

“Sinkronisasi APBN dan APBD menjadi faktor yang penting sebagai percepatan

pencapaian visi Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang Berkelanjutan menuju
Indonesia Emas 2045" 11 4




: . Pemerintah Provinsi

NGOPENIL.

;':5‘:. iy B
= Jawa Tengah NGLAKONI.
i == MMPIRAN 'am
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -
NOMOR 97 TAHUN 2025 P
TENTANG :
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH AN
o ¥
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
FI s KAL 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
- - ; . Kategon
= . Kategon Rasio Kapasitas :
DA N o, e R;m [EPASItAS | Kapasitas Fiskal . Tne esraie Fiskal Daerah | “#pesitas Fiskal
1skal Daerah Daerah Daerah
11 | Provinsi Jawa Tengah 1,004 Sedang 185 | Xab. Pelealongan 0,005 Sangat Rendah
KE U AN GA N 168 | Kab. Banjarmegara 0,011 Rendah 186 | Kab. Pemalang 0,005 Sangat Rendah
D AE R AH 169 | Kab. Banyumas 0,007 Sangat Rendah 187 | Kab. Purbalingga 0,038 Rendah
170 | Kab. Batang 0.032 Rendah 188 | Kab. Purworejo 0,051 Rendah
171 | Kab. Blora 0.003 Sangat Rendah 189 | Kab. Rembang 0,016 Rendah
172 | Kab. Boyolali 0,244 Tinggi 190 | Kab. Semarang 0,108 Rendah
173 | Kab. Brebes 0,052 Rendah 191 | Kab. Sragen 0,058 Rendah
174 | Kab. Cilacap 0,030 Rendah 192 | Kab. Sukohatjo 0,165 Sedang
175 | Kah. Demak 0,087 Rendah 193 | Kab. Tegal 0,083 Rendah
176 | Kab. Grobogan 0,046 Rendah 194 | Kab. Temanggung 0,033 Rendah
177 | Kab. Jepara 0,071 Rendah 195 | Kab. Wonogiri 0.056 Rendah
178 | Kab. Karanganyar 0.072 Rendah 196 | Kab. Wonosoho 0,026 Rendah
179 | Kab. Kebumen 0,050 Rendah 197 | Kota Magelang 0,092 Rendah
180 | Kab. Kendal 0,020 Rendah 198 | Kota Pekalongan 0,177 Sedang
181 | Kab. Klaten 0.079 Rendah 199 | Kota Salatiga 0,251 Tinggi
182 | Kab. Kudus 0.164 Sedang 200 | Kota Semarang 0,394 Sangat Tinggi
'l
183 | Kab. Magelang 0.062 Rendah 201 | Kota Surakarta 0,179 Sedang ” 4
184 | Kab. Pati 0,126 Sedang 202 | Kota Tegal 0,048 Rendah '




MANDATORY SPENDING

GAJ| PEGAWAI DILUAR
TUNJANGAN GURU
YANG BERSUMBER

DARI TKD

Paling tinggi 30% dari
total belanja APBD

BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PKB DAN
OPSEN PKB

Paling rendah 10%
digunakan untuk
mendanai
pembangunan
dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan
moda dan sarand
transportasi umum

BELANJA
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN PUBLIK

Paling rendah 40% dari
total Belanja Daerah

BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PBJT
ATAS TENAGA LISTRIK

Paling rendah 10%
digunakan untuk
mendanai penyediaan
penerangan jalan umum

sumber : Permendagri nomor 14 tahun 2025

ANGGARAN BELANJA
PENDIDIKAN

Paling sedikit 20% dari
total belanja daerah

BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PAJAK
ROKOK

Paling rendah 50% untuk
mendanai pelayanan
kesehatan untuk
masyarakat dan
penegakan hukum

BELANJA WAJIB HASIL
PENERIMAAN PAT

Paling rendah 10% digunakan
untuk mendanai
pencegahan,
penanggulangan, dan
pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam
Daerah kabupaten/kota yang
berdampak terhadap kualitas
dan kuantitas air tanah




ALTERNATIF

PEMBIAYAAN KPBU

14



. Pemerintah Provinsi
= Jawa Tengah

ALTERNATIF SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEMDA '

APBD KPBU SWASTA

Sumber Dana/Pembiayaan

Penangqung Risiko

Beban Fiskal

Penqusahaan

Pemerintah Daerah (Pendapatan,
Pinjaman dan Obligasi Daerah)

Pemerintah Daerah

100% APBD

Pengadaaan Aset

Penerusan Pinjaman dari
Pemerintah Pusat

(DAU/DAK)

Tidak ada

Gedung Perkantoran, Alun-alun,

Masjid, Pasar, Rumah Sakit

Badan Usaha (Ekuitas &
Pinjaman)

Pemerintah dan Swasta

Badan Usaha = sesuai

kebutuhan Dukungan Pemerintah

Pengadaan Layanan

Dukungan Kelayakan (VGF),
Penjaminan Pemerintah,
Fasilitas Pendampingan

Transaksi (PDF), Perijinan &

Dukungan lainnya

Tarif atau Availability Payment
(Berbasis Kinerja)

APJ, SPAM, Peningkatan
Layanan RS, Preservasi Jalan

Swasta (Ekuitas & Pinjaman)

NGOPENI!
NGLAKONI.

Jaﬂ(’lﬂ .
I 9

Swasta y
Kebutuhan Market / Bisnis
Perijinan
Tarif b &
Mall, Bandara




Kontrak Operasi &
Pemeliharaan
(Operation &
Maintenance

(0&M))

Operator
swasta/badan usaha,
berdasarkan kontrak,
mengoperasikan aset
milik Pemerintah (mis.

Pabrik pengolahan
air/air limbah) untuk
jangka waktu tertentu

SKEMA KPBU

Bangun-Keuangan
(Build - Finance
(BF))

Swasta/badan usaha
membangun aset dan
membiayai biaya modal
hanya selama periode
konstruksi.

sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Desain-Bangun-
Keuangan-Pelihara
(Design-Build-
Finance-
Maintenance (DBFM))

Desain-Bangun-

Finance-Maintain-
Operate (DBFMOQ))

Badan usaha merancang, Pihak badan usaha

membangun, membiayai merancang,
aset dan menyediakan membangun,
layanan pemeliharaan membiayai

(hard facilities menyediakan layanan

management) .
pemeliharaan dan
berdasarkan perjanjian o
i _ operasi di bawah
jangka panjang
perjanjian jangka

panjang

Keuangan-Pelihara-
Operasi (Design-Build-

;-i!"" :
NGOPENI.
NGLAKONI.

Konsesi

Seorang pemegang konsesi
pihak swasta/badan usaha
melakukan investasi dan
mengoperasikan fasilitas
untuk jangka waktu tertentu,
setelah jangka waktu
tersebut kepemilikan
kembali ke pihak
pemerintah.




? J

i

AUTHORITY Hand-back

( Public Partner )

Provides bundied

Grants the right
DBFOM service

to charge the users

Loan sgreement Articles of assotlation and
? Shareholders Agreement
PRIVATE PARTNER
User charges
LENDERS

21

EQUITY INVESTORS

CONSTRUCTION/

EPC CONTRACTOR O&M CONTRACTORS

Cash related flows

— Senvicerelated flows <= Contract relationship «§ ----
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GAMBARAN SKEMA PROYEK KPBU DENGAN STRUKTUR
DESIGN, BUILD, FINANCE, OPERATE, MAINTENANCE (DBFOM).

Model Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM)
mengintegrasikan pekerjaan lima atau lebih perusahaan ke

dalam satu kontrak. Perusahaan-perusahaan ini
membentuk entity dengan tujuan khusus yang disebut
Special Project Vehicle (SPV) atau disebut juga Badan
Usaha Pelaksana (BUP) untuk menyelesaikan proyek.
Model DBFOM adalah model KPBU yang paling
komprehensif dan mentransfer risiko terbesar dari sektor
publik ke sektor swasta




e Pemerintah Provinsi
WS Jawa Tengah

KEY SUCCESS FACTOR PELAKSANAAN KPBU

Key Success Factor

Kelengkapan Kelembagaan PJPk

FPJPK mempunya kelembagaan KPBU yvang lengkap sepert
Simpul KPBU, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam
men@lankan sotiap tahapoan KPSU

Pemahaman KPBU yang Memad

LDinas lerkat secara intens mengikull program capacity
bullding tentang KPBLU dan berkoordinasi dengan Pemenniah
Pusal khususnya para pihak dalam Kantor Bersama KPBU

Sinkronisasi Antar OPD di PJPK

lordapal perencanaan yang kuat lorhadap pembagian
tugas antar OPD disetiap tohapan KPBU. Hal lersebut
melahwkan proses KPBU yang efektif dan efisien yang
desertan dengan pengendalian kualitas pekerjaan yang balk

Harmonisasi antara Eksekutif & Legislaijif
PIPK secara intens berkoordinasi don menglkutsertakan

pihak Legisiatif untuk berperan dalam setiap tahapan
KPBU sehingga proses persetujuan DPRD
penganggaran AP dapat berjalan baik

cla

lerhadap

Lesson Learned

Kepala Daerah & DPRD

Koordmas sangat intensif & saling
mendukung satu sama lan sangal
diperiukon agar proyek KPBU
Daerah dapat benalon

Komitmen PJPKi

Dibutuhkan komitmen PJPK &
seluruh jajaran yang sangat
tingg! mambul ProsSes
panyelengoaran  Proyek benalan

ianc SOCHID niarmal dJan

i'!h ‘1“ ] | l’l:li

Visi & Misi PJPK
Jelas & tegas dalam mencapa tupsan
Froyek bukan hanya lerkad Froyek namun
uon pembangunan secam  keseluruhan
guna menghasilkan Proyek yang dapat
menjawab kebutuhan secara nyata

Target Oriented

Pemahaman dan  keterbukaan
terhadap opsi-opsi baru dibutuhkan
DO para paengamis keputusan agm
dapat mencan plan kelugr dalam hal
lerdapat pemasalahan lertentu pada
nrosas KPHL
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MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebijakan Daerah
dan Strategi Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU)

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal



FGD (Focus Group Discussion)
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FGD (Focus Group Discussion)
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Tanda Terima Seminar Kit



\I"n?‘l"\[I

IL«. !Ilni:l'.l

UI\I\ I‘RSITAS SFMARAN(;

PLAAT PESGEME A SGAN ST WEFR DAY A MANUSIA T SIVERSITAS SES UK ASL (FPSTH LS
ST B o s Maiis Thoeowa S Tl 160231 6MITYT .
FANDA TERIMA SEMINAR KIT
KREGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN RENDAL
“hebipnkan Dacrah dan Strateg hebijahan Pengadaan dalam Kerjasama Pemerintab
dan Badan Usabia (KPBLT
Hotel Honson Ultima Sentralund Simpang Lima Semarang, 19 s.d 21 Juni 2026
NE) NAMA JABATAN l TANDA TANGAN
MAHFLD SO, S 24 . koetia DFRD 1/
[ === -+ = —s '.1 T 3

3

| &

7

K

HAGL'S BIMO ALIT, S'M

TEGUH SANTOSA. S H

H. MLHAMMAD MAKMUN, S HL

W'akal bomna [P
Wakil Ketua PR

Anggota DPEL

RIZEIOKTAVIANTL, S.Pd

Angeota BPRD

¥l

=T

RONISULISTIVANTD, S.E

Amprota DERD

BIAN ALFAT MUCHAMMADD

-

Anggota DPRID

FKHASANUDIN, S8y

M. NLIHLUL MUTHS

A

Anpgota PR

Anggote DPRD

tet

=

' Hy NIKEN LARASATIL S E Angeota PRI

| r,snr\;.-\;t:rmm AHTM [ Anpgota DPRD

] WINDART " Anppata DIPRD

| lnluue_lmrmnw. S pdl Anggots DPRD

. BAMEANG SUMARNO R .-"'.np_g{;r.: DPRD

i :::r ':I: ASANDHY PURWANDONG, S B, | Anggols DPRD

i DEDY ASHARISTYAWAN, 8. Kom Anppota DPRD 16 ."L‘
'Lln-uf:mn“:-uw.v.' FADLUROHMAN, | Aol DPRD ‘”’;?fj’?‘ r

i M. TARTN, '-_] ] Anppon DR b _|9_-

| i st r_rJaJ*mm, S MH Anggots DIFRD




Angpotn DPRD
23 | WIWIE WIDAY AT S 1 Anggota DPRD e
4 _ MUHAMMAD IQBAL ADILA, S H. Angpots DPRD . %,,—
25 | PAR AMII'AEK.& PI]HL_‘S.[-:.M M, [ Angpota DPRD | a
26 | 1 TREPURNOMO, SS0s Anggota DPRD "‘j>\6
: | SISCA hll.RH_'.iMﬁ. 1;11 - Anggotn DPRD | .
Rl ;m'ltm"r("l-uh:.51;.;1.3.1 ;\;gmu-[.'l?-ﬂm W
201 RIZKY ARITONANG. S H Anggota DPRD | j
_ﬂl Hj NURROSIDANLS E Angeota DPRD ]
3 HEGAR sr‘_m_wm_ R | __.-*mggnm DIPRI —‘
P | B _ = f
2| 1 M SARIF [UDAYATULLAR. S, " | 2 /3/
33 _ll. E_TL-'J:\RN{;, sE R ;mnm DIFRD H“‘d;\j_:_ | h
| 3| H MUKHLISIN, S.T. Anggota DPRIY -
r 35 1 HMUHAMMAD ARKHAM. ST Anggota DPRI
I_;r._" NMMA_H RIAJANI mnm-mm. S.E Anggota DPRD |
37 | HLOHELMI ASHBARA, ST Anggota DPRD
" 3% s._Msmmu AFNA, S M Ansgora nﬂt[_:r_
50 | H S\'us_m FALZI Anggotn DPRD -
_¢n IRWAN SUBIYANTORO Anggota DFRD
. 41 | ABDUL SYUKUR, 8 Ag. Anggom DPRD
-: 42 | HRI 'HI'.:'AHTU,H.T. o Anggots DPRD ¢
; 15 | W1 MARGO UTOME, b; Anggota DPRD)
!- i | 1 SULISTIYO ARI BOWO, § Hut Anggotn DPRD
; 4% .E-:t'!-:Ht]h,!sti b Angpoti I-‘JFR-I]
I
e '
| _mm::nm = AN PRIy T |
T | HTHWAN, S Pd | Angpor DPRD !

N
{

SAMA

de TTTIN WA UNINGS I

MOSAREUDING ST

HEMUNAWIR, S S

JAHATAN
Anppota DPPRD

Aot IPRD

FANIA TANGAN

:1‘ ; e

——




1

l:l MUFANMNIAL :'UH'I AlN

'i

$ﬂ

NANIK "i’ll‘#-'ﬁ{li Sxl

Anpgum LRIy 4'{9

Anppota IIPHD

- -

}5 I

1:1-"'-



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

DOKUMENTASI



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

DOKUMENTASI KEGIATAN

Registras: Pesarta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG | PPSDM-LISM ) 1



LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

Registras: Peserta
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LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

Registras: Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 3



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Pembacaan Teks MC oleh Saudan Rifka Widva Emala, 5.Pd.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 4



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Menvanyikan Lagu Indonesia Rava Saat Pembukaan Acara Workshop
DPRD Kabupaten Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 5



LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

WORKSHop 7

DPRD KABUPATES

Daerah dan Straregi
sama Pemerintah g

IMEMDASH BPSDA

Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | b



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

¢ Hoax&nos'
'FRAJHJHE OF mm ERE

ehi gk an ftaceah dan Spracag) i.'.rhmlqn Fengadain
-, Berfasams Pemeriacah dan Badan Hlph: (keBL Ly

Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) vang dalam hal i diwakali
oleh Wakil Rektor [ Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kannm SE_ MS; Ak CA

'T
- v _EL—-I] e

0O __-'w_onxs_nw o £
TRAINING OF TRAINERS
DERD CARMPATEN NERDALY

et hkan Ldoral dap Skeneegh Kebijdhan Pepgudaan dhalam
Recjaiums Pemeriarih dan Bodun Usaha (KEBU)Y®

Sambutan Pembukaan oleh Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah
Ibu Dr. Uswatun Hasanah, SPd M Pd. sekaligus membuka acara workshop

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM |



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

——

WORKSHOP %
THAINING OF TRANG 115

FAD HARUP T AL

UL YT Feigadapa Jai
S ol Bk el o i - 1]
N

%

-—

Penryerahan Ucapan Terima Kasih dan Umiversitas Semarang (USM) vang dalam hal m
drwakels oleh Wakil Rekror II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm SE M S1 |
Ak CA. Kepada Kepala BPSDMD Prov. Jawa Tengah Ibu Dr. Uswamun Hasanah, SPd M Pd.
vang telah membenkan sambutan pembukaan Workshop

WORKSHOP
TRAINING OF TRARNE RS

DPRYD HADUIATAN KENEAL

ki ik [ray il il Bk sidgh Hadl ahian Poopidagn Jats
Fomenigeih 4 ETILTLT Lt

Penyerahan Ucapan Terima Kasth dan Universitas Semarang (USM) vang dalam hal ini diwakili
oleh Wakil Rektor I Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm, SE, M 51, Ak, CA Kepada
Sekretans DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Harvono, S Sod. vang telah bekera sama dalam

kegratan Workshop

_— oo M il P U e iiiaa6
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Workshop
DPRD Kabupaten Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM |




LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

S
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i .

RKSHOP
quIEB OF TRAINERS
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Penvampaian maten “Pelayanan Publik- Standar pelayanan mimmal (SPM), inovas: daerah,
dan transparansi tata kelola pemenntahan” dengan Narasumber Bapak Hendn Santosa, SE,
Ak M.SiCA vang di damapingi oleh Saudara Mobammad Khoirul Annas, S Ak sebagm
moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 10




LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 11



LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 13



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Foto Bersama Narasumber Bapak Hendn Santosa, S E, Ak, M Si. CA
{(Kerua Tkatan Akuntan Indonesia (LAI) Wilayah Jawa Tengah)

_— oo M il P U e iiiaa6
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

~ WORKSHOP
TRAINING OF TRAINERS
DPRED KARUPATEM NENDAL

OlMkan Diersh dan Seraveg) Kebiiakun Prajadass dal
=] :fu:nﬂ. P_:-nquh_in‘ltdin Huaha ., )

— Z
trategi Kebijakan Pengadaan dal:

tah dan Badan Usaha (I,_(PJB,U)""

]
- 1]
]
-

IBER DAYA MANUSIA UNIVERSIT* = SEMARANG
DVINSI JAWA TENG , SAGRI RIS
GAN DAN BF M\ ‘EMENDAGRI RIS

IAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN

Penyvampaian maten “Kebijakan dan Regulasi KPBU (Kebijakan Pemernintah dengan Badan
Usaha)" dengan Narasumber Ibu Novie Adnani (Bappenas Rl) vang di dampingi oleh
Saudara Mohammad Khowrul Annas, S Ak sebaga: moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 15



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Tanva Jawab Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 16



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 17



LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 18



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 19



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Foto Bersama Narasumber [bu Novie Andriam (Bappenas R1)

_— oo M il P U e iiiaa6
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM.LSM )




LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

RKSHop  *
OF TRAINERS

biakan Dacrap d :
_ . 248 Siratesi Nek 7
Il'.ur;-i Nams Pemerinigh dﬂ:::ﬁﬁ;;:::;;:qt?

bipm
+

Penvampaian maten = Sinkronisasi Arah Kebyakan Pusat dan Daerah”™ dengan Narasumber
Bapak Yusmanto, 5 Pi., M 51 (Bappeda Jawa Tengah) vang di damping: oleh Saudara
Mohammad Khoirul Annas, 5 Ak sebagsi moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 21



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Tanva Jawab Peserta
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 23



LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

Foto Bersama Narasumber Bapak Yusmanto, S.Pi., M 51

_— oo M il P U e iiiaa6
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LAPCHRAN KEGIATAN WORKSHOP

WORKSHOP 7
TRAINING OF TRAINERS

a.IL H A :"‘ir =W e P = £ :
HARUPAYE. REMEALY

AN Uan TR T

ie tnl Kehijokan Peogadaan dajs=
Merintsh das Badas Usahs {(KPBL )=

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebiyjakan Daerah dan Strateg:
Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemenntah dan Badan Usaha (KPBU).
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA - UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-LISM | 27



LAPCHRAN REGIATAN WORKSHOP

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebyakan Daerah dan Strateg:
Kebijakan Pengadaan dalam Kerjasama Pemenntah dan Badan Usaha (KPBL)
Dipimpin oleh pimpman DPRD Kab. Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLISIA - UNIVERSITAS SEMARANG | PPSDM-LISM | 28



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP
]
————

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Kebyjakan Daerah dan Strateg:
Kebijakan Pengadaan dalam Kenasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBL).
Dipimpin oleh pumpinan DPRD Kab Kendal

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM.LISM | 29
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DPRD KENDAL

19 =21 JUNI 2026

. Gumrat e foem Moo Room Type Arrival Date Departure Date Prane Mo Ermail Tigr Berark

L] Mahtud Sodug, SPd | 1003 Executre Suite 1IN 2028 20 JUKI 2026
2 Bagus Bimo Alit, S M 503 Executive Sune 18 JINI 7028 204N 2006

3 Teguh Santosa, S H 1203 Erecutive Surle 19 JUNI 2026 70 JuM 2078

. H-Muhammad Makmun, Sh.| 1103 Exscutov Sulte 19 .JUN 203 20 JUN| #20

4 Dian Altat Muchammad 1008 Delure King 16 JUN| 3026 20 JUN| 2026

& Khasanudin, 5.5y 1007 Diedisae King 19 JUNI 2024 20UUN F0d6

¥ Qomaruddin Abbas 1206 Pelurm King 19 JUNI 2026 2N 2025

8 M Nurul Mujib 1006 Delure Ming 18 Juki 2026 20 JUNI 2026

2 Windarto 1010 Deluse King 19JUNI 2026 | 20400 2026

o Hj. Niken Larasati, S.E. 1708 Delure King 18 ALINI 2024 20 JUNI 7025

Ll Fathur Rahman, 5.Pd.1. 1012 Deduie King 19.JUNI 2025 20 JUN 2026

1’2 Rizkl Oktayviant, 5.Pd. 1021 Eriune King 19 JuNI-2026 20 JUNI2026

11 Ranl Sullstivanto, S.E, 1216 Dl King 15 JUNI 2026 20 JUNI 2026

i Sisca Meritania, S.H. 1606 Delue Kirg 18 JUNI 2026 Z0 .UM 2024

15 Hji. Nur Rosidah, S.E. 1608 DraduweKing 19 JUN) 7078 20 JUN 2026

] HM. Sarifl Hidayatullah, 5.H., M.En. BiD Caduxe King 15 JUNI 2626 20 JUNI 20

17 H. Anurrochim, 5.1p., M.M. 829 Celue ing 12 JUNI 2026 20 JUNI 2026

" Muhammad Igbal Adils, S.H. BOE Dediae King 19JUNI 226 | 20 JuNiZ026

® uLTifin
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- Dr. Titik Wahyuningsih 808 Didisan King WAUNIINIE | 200N 026
. Najmah Riajani Garniera, S.E. Bl6 Bt King TOUUNI2026 | 20 JUNI 2026
n Hegar Saputra 1009 Dedue King 19 JUNI 2046 20 JUN 2026
2 Rizky Aritonang, 5.H. 1017 Detione hing 10UNIZ026 | 20.JUNI 2026
i-‘r M Saefudin, 5.T. 1019 Deluge King 19 JUNI 2026 20 JUNI Z020:
M Wiwit Widayan, 5.H. 1716 Delure King 14 JUN| 2028 20 JUN) 2036
2 Paramita Atika Putri, 5.E., M.M. 1806 Defure King 19 JUNI 2026 20 I 2026
2 H. Tri Purnomao, 5.50s. 1616 Dedune King WIUNIZO26 | 20JuNi 2026
7 H. Munawir, 5.50s. 1116 Ueduze King 19 JUNi 2026 20 JUNI 2026
L H. Tard, 5. 1109 Ueluse King 19 JUNI 2026 | 20 44N 2026
2 Bambang Sumarno 1023 Cwhixe Kirg 19 JUNI 2678 20 UM 2026
W H. Muh Tommiy Fadlarohman, 5.H, M.H, | 1025 Diliian King 19.JUNI 2024 20 JUNE 206
3| Mora Sandhy Purwandono, 5.6, M.M. 812 Dedune Kinig 19 JUNI 2026 20 Juk 2026
Iz Dedy Ashari Styawan, 5.Kom. 1106 Daduse King 19 JUNI 2026 20 JUMI 2026
EE] H. Supriyadi, 5.H, M.H. 506 Deduan King 18 LN 7026 20 JUNI 2056
4 H. Sulistyo Arl Bowa, 5 Hut. 910 Feluie King 19 JUNI 206 20 JUNI 2006
s Sukron, 5.Pd.l. 912 Gedune King 19 JUN) 2026 20 JUN| 2026
% Dwi Marge Utema, S.E. 1212 Dieluse King 15 JuNa 2026 20 JUN) 2026
b1 H. Rublyanto, 5T, 1510 Deluise King 19 JUNIZ0Z6 | 20 JuN 2076
L H. Muhammad Arkham, S.T. 1512 Deduse King 19.JuN1 2096 20 JUN) 2026
1 Uk
e H. Helmi Ashbara, 5.1, 1610 Deluae King 19 JUMNI 3026 20 JUNI 2008 HC‘ R ISORN |
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(;“ H. Sujarne, S.E. 1612 Dituee King 19 JUNI 2026 20.JUN 2026
) H. Mukhiisin, 5.T. 1110 Deluse King 19 JUNI 2026 70 JUN 7076
" H. Muhammad Arif Abidin 1112 Deduse King 19 JUNI 2026 20 JUMI 2026
: ) Ihwan 1710 Dediae King 19 JUN] 2026 20 JUMI 2076
o H. Syukri Fauzi 1712 Deluite King 19UNIZ0Z6 | 20 JUNI 2026
f Masrifah Afna, S.M. 1810 Beluse King 19 JUNIZOZ6 | 20JUNI 2026
“ Abdul Syukur, 5.Ag, 1812 Deluxe King 19 JUN) 2026 20 JUNI 2026
“ Irwan Subiyantoro 1107 Deliize King 19 JUNI 2026 20 JUNI 2026
Al Nanik Susanti 1115 Defuse King 19 JUNI 7075 20 JUN| 20256
b Foc Panitia i Geluxe King 19 JUNI 2026 20 JUNI 2028
50 Foc Panitia - Dielijie King 19 1IN 2026 20 JUN 2026
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